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PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH MANTRI RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN.

bahwa dengan adanya perubahan peradigma timah
sakit dari Icmbaga sosial menjadi lembaga sosio-

tkonomik, berdampak pada perubahan stetus rumah

sakit yang dapat dijadikan subyek hukum, perlu

adanya antisipasi dengen kejelasan tentang peran dan

fungsi dari masing-masing pihak veng berkepentingan
dalam penpelolaan numah sakit:
bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban,

wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah

sakit atau yang mewalali, pengelola rumah sakil dan

ataf medis fungsional maka perlu dibuatkan Peraturan

Interral rumah sakit sebagai acuan oo dalam

melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit:
babhwe untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat

il nuf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009

tentang Rumeh Sakit, setiap Rumah Sakit mempunyai
kewajiban menyusun dan melaksanakan Peraturan

Internal Rumah Sakit (hospital by latush
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagargata
dimaksud dalam huruf a. huruf b. dan huruf c, perlu

b.
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Mangingat

ro.

li,

12.

merctapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan
internal Rumah Sakit Umum Daerah Mantri Raga:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 Tentang
Pembentukan Kotamadya Derrah Tingkat II Tarskan:
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Praktik
kedokteran,

. Undane-Undeng Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Ecsehatan,
Undang-Undang Nomer 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit:

Undang-Undang Namor 23 Tahun 2014 tentang
Perrerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapakati, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubehan Kedua Atas Undang-
Undang Nomer 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah:

Undang-Undane Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Adeninistrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Homor 35 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan:
Peretaran Pemerintah Momot 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

sebagaimana belah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah:
Peraturan Femerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal,
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/ MENKES/
PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di

Rush Sskit:
Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 49 Tahun 2013

tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit:

2.

3.
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13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 10 Tahun 2014

tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit:
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/ MENKESI/

SK/VI/2002 tentang Fedoman Peraturan Internal
Rumah Sakit (Hospital By Laus:

1S. Perataran Walikota Tarakan Momor 15 Tahun 2015

tentang Pelayanan Rumah Sakit Umum Kota Tarakan:

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MANTRI RAGA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1.

2,

Daerah edalah Kota Terakan.
Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemenmtahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
Walikota adalah Walikota Tarakan.
Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mantri Raga.
Peraturan Internal Rumah Sakit #fospital by laws) adalah peraturan
Organisasi Riznah Sakit foorporate by tawa) dan peraturan staf medis

Rumah Sakit fmedicel staff by lawsj yang disusun dalam rangka
metyelenggarakan tata kelala perusahaan yang baik good corporate

governance) dan tata kelola klinis yarg baik igood clinical govwemanael.
Peraturan Internal (fosptal Sy Laws) adalah aturan dasar yang
mengatur laba cam penyelenggaraan ramah sakit meliput peraturan
internal korporasi den peraturan internal stafmedis,

Peraturan Internal Korporasi lecrporate by lawsj adalah aburan yang
meriRatur agar tata kelola korporasi feorperate gowenancel terselenggara
dengan baik melalui pengaturan hubungan antars pernilik, pengelola,
dan kornite medik di rumah sakit.

r
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10.

11.

12,

13.

14,

15,

1e.

Peraturan Internal Staf Medis Imedical staff by Taus) adalah aturan yang

mengabir tata kelola klinis folinicol govemancel Untuk menjaga
profesionalisme staf medis di rurmah sakit,
Dewan Pengawas adalah Dewan yang mewakili Pemilik, urdisi dari
Ketua dan Anggota yang bertugas melakukan Pengawasan terhadap

Peneclolaan Rumah Sakil yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola dan

memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan

kegistan pengelolaan Rumah Sakit
Direktur adalah Direktur Rumah Sekit Limum Datrah Manti Raga.
Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata

kelola klinis (dinical governance) agar staf medis di Mimah sakit terjaga
profesjonalismenya melahi mekarisme kredenaial, penjapaan mutu

profesi Medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.

Komite Etik dan Hukum adalah wadah nen-strukovel yang bertugas
memberikan perimbangan kepada Direktur dalam /hal menyusun
dan merumuskan medico etiko lega! dan etiko pelayanan rumah sakit,

penyelesaian masalah ciika rumah sakit dan pelanggaran terhadap kode

etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan stika penyelenggaraan fungsi
rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "hospital by jaus'dan "medical
staf by jaus", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan
masalah hukum di Rumah Sakit Umum Cacrah Mantri Raga
Sabuan Pemeriksa Internal adalah wadah non struktural yang bertugas
melaksanakan pemeriksaan internal di Rumah Sakit Umum Datrah
Mantri Raga
Staf Media Fungsional adalah kelompok dokter danjaau dokter

spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima

sesuai dengan aturan vang berlaku untuk menjalankan profesi masing-
masing di Rumah Sakit Umum Daerah Mantri Raga.

Dokter/ Dokter Gigi adalah dokterf/dokter gigi danfatau dokter

spesialis /dokter gigi spesialis yang melakukan pelayanan di Rumah Sakit
Ur Dacrah Mantri Raga.
Dokter Tetap atau Dokter Purne Waktu adalah dokter dan/atau dokter

spesialis yang sepenuhnya bekerja 43 Rumah Sakit Umum Daerah Manti
Raga.
Dokter Tamu adalah dokter yang bukan berstatus sebagai regawai
Kuamah Saki! Umum Daerah Mantri Ruga, yaitu dokter dan/atau dokter

spesialis yang diundeng/ditunjuk karena kompetensinya untuk
melakukan atau membenkar pelayanan medis dan tindakan medis di
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LF.

18,

14,

29.

21.

2.

23,

2,

25.

Rumah Sakit Umam Daerah Mantn Raga untuk jangka waktu dan/atau
kasus tertentu.

Dokter Kontrak adalah dokter, baik dokter danjetau dokter spesialis
yang diangkat dengan stalus tenaga konvak di Kumeh Sakit Umum

Dacrah Mantri Rega, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur

dengan masa kerja ambuk jangka waktu tertentu,

Subkomite adalah kelompok kerja yang dibentiik aleh Kornite Medik,
yang bertugas untuk mengatasi masatah khusus, yang ditetapkan
dengan Keputusan Trrekbur Rumah Sakit Umum Daerah Manti Raga
atas usul Komite Medik.

Kewenangan Klinis (Croot Pivilegel adalah hak khusus seorang staf
media untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam

lingkungan rumah sakit untuk suatu periode terlentl yang
dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (clinical apboinineni.
Penugasan Klinis iciinical appointmenf adalah penugasan Direktur
Rumah Sakit Umum Gacrah Mantri Raga kepada seorang staf medis

untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di Rumah Salat Umum
Daerah Mantri Raga berdasarkan daitar kewenangan klinis yang
telah ditetapkan baginya,
Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis umtuk
menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis Ielinical prurilegel,
Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah

memiliki kewenangan klinis tolol privlege) untuk menentukan

kelayakan pernberian kewenangan klinis tersebut.

Audit Medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu

pelayanan medis yangdibcrikan kepada pasien dengan menggunakan
rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi media.

Mitrabestari (peer group) adalah sekelompok staf medis dengan reputasi
dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait

dengan prvtesi medis.

Pendidikan dan pelatihan adalah sistem pendidikan yang dilaksanakan
di Rumah Sakit dengan perrkanan pada pelaksanaan pelayanan medis

dan juga tenaga administrasi, dimana Peserta Didik didampingi oleh

Tenaga Klinis dan Non Klinis
|
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BABI
MAMA, VISI MISI, MILA DAN MOTTO RUMAR SAKIT

Bagjan Kesatu
Mama

Pasal 2
Nama ramah sakit ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mantri Raga, milik
Perrerintah Daerah,

Bagian Kedua

Visi dan Misi

Fasal 3
Visi #umah Sakit yaitu “Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas dan

Berkeadilan Demi Terciptanya Kepuasan Masyarakat”.
Misi Rumah Saki meliputi:
@. menyelenegarakan pelayanan Rumah Sakit yang berkualitas,
b. mewujudkan Rumah Sakit yag mudah dijangkau oleh seluruh

masyarakat:
Cc. menjamin berciptanya pelayanan Rumah Sakit yang berorientasi pada

kebutuhan pasien: dan
A. menciptakan tata kelola organisasi berdasarkan prinsip good governance,

Bagian Ketiga
wilai

Pasal 4

il Niai/hlosof Rumah Sakit adalah Profcsional, Empati, Responsif, Fokus,
Efektif dan Efisien, Cermat dan Team Work yang disingkat “PERFECT”:

(&4l Nilatfhlosoti Rumah Sakit sebapaimana dimaksud pada ayat jl)
bermakna:

a. Profesional yaita segala kegiatan yang diselenggarakan di Rumah
Sakit mengacu pada standar prddesi dan mutu yang berlaku,

b. Empati yaitu #danya rasa kepedulan terhadap sesama dan

lnekungan:
Cc. Responsif yait: tanggap terhadap sesuatu yang membutuhkan

tindakan atau keputusan segera,



0. Fokus pada Pelanggan “aitu segala kegiatan dioricntasikan untuk
merrenuhi harapan pelanggan:

ce. Efektif dan Efisien yaitu seluruh kegiatan dilaksanakan dengan

memperimbangkan daya guna dan hasil guna:
L Cermat yaitu sebap staf mengambil keputusan dan tindakan yang

menguntungkan semi4 pihak, dan

Rr. Team Work yaitu segala kegiatan dikerjakan secara tim untuk

meningkatkan daya guna dan hasil Kuna.

Bagian Keempat

Matta

Pasal 5

Motto Rumah sakit yaitu “Pilihan Anda adalah Semangat Kami”.

Bap 11

TUJUAN, STRATEGI, DAN PROGRAM RUMAH SAKIT
Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal &

Rumah Selst bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan

perorangan secara paripuria yang meliput pelayanan medik dasar dan

apesialia dasar merncekup kesehatan anak, penyakit dalam, bedah serta

kebidanan dan kandungan sesuai dengan standar yang berlaku, mudah

dijangkau, berfokas pada pasicn dan menerapkan prinsip tata kelola yang
baik.

Bagian Erdua

Strategi

Pasai 7

Strategi Rumah Sakit yaitu mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia 1,

yang didukung oleh stake holder serta status sebagai Pengelolaan Keuangan h
Badan Layanan Umum Dacrah untuk memenuhi standar pelayanan yang
ditentukan sehingga terwujud pelayanan yang bermutu, prima dan ungu
runa mempertahankan dan merungkatkan kepercayaan pelanggan dan/



atau pasien yang stmakin sadar dan mampu dalam memelihara

kesehatan.

Bagian Ketiga

Program

pasal £

Adapun ptegram indikatif Rumah Sakit sebagai berikut:
a. memenuhi kebubihan sumber daya manusia sesuai jenis, jumlah dan

kompetensinya:
pemenuhan Peralatan sesuai dengan standar kebubuhan Rumah Sakit:
mengoptimalkan standar sarana dan prasarana Rumah Sakit:

mengoptimalkan pemasaran Rumah Salt:
meningkatkan mutu pengelolaan keuangan: dan

menyelenggarakan penehoan kesehatan.

PAR Iv
KEDUDUKAN RUMAH SAKIT

Pasal 5
Rumah Sakit berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik Peraerintah Daerah
dan merupakan uisur pendukung atas tugas Walikota di bidang pelayanan
kesehatan.

Pasal 10

Rumah Sakit sebapeimena dimaksud dalam Pasal 9 merupakan
institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan

perorangan secara paripurna, meliputi pelayanan medik daser dan gpesdialis
dasar serta gubspesialis sesuai kebutuhan masyarakat,

EH
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BABY
TUGAS DAH FUNGSI RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal !1

1) Rumah Sekit mempunyai tugas menyckenegarakan upeya pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna berupa pelayanan rawat jalan,
rawat inap dan rawat darurat, serta mendukung keberhasilan upaya
kesehatan masyarakat melalui pendidikan, penecliian, dar upaya
pelayanan keschatan trrpadu serta melaksanakan pelayanan kesehatan

yang bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang dan

tupss perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(2| Rumah Sakit dipirepin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah

dan berlanggung jawab kepada Walikota melalui Sckretaris Daerah.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 41),

Rumah Sakit mempunyai fungsi menyusun kebijakan teknis, perencanaan,

pengelolaan ataupun evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan
Yang turliputi:

pelayanan medis:

pelayanan penunjang medik dan non medik,

pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan:
pelayanan rujukan:
pendidikan dan pelatihan,

— penelitian dan pengembangan:

penyelenggaraan rekam medis:

Fr pelayanan adminisrrasi hrmun: dan keuangan: dan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

d.
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BAB VI
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 13

Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
Et menctapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola, Peraturan Internal dan

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit beserta perubahannya:

mengangkat dan menetapkan Prewan Pengawas sesuai dengan peraturan
perandangan yang berlaku:
memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Fengawas karena sesuatu
hal yang menurut peranirannya membolehkan untuk diberhentikan:

mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran yang disetutui oleh Dewan

Pengawas: dan

memberikan sanksi kepada perawat yang melanggar ketentuan yang
berlaku dan memberikan penghergaan kepada pegawai yang berprestasi.

Bagian Kedua

Tanggung jawab

Pasal14
Femwintah Daerah sesuai kewenangannya ikut bertanggung jawab stas

kelangsungan, perkembangan dan kemajuan rumah sakit.

BA VII

PENGORGANISASIAN RUMAH SAKIT DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 15

II Susunan organisasi Rumah Salat, terdiri atas:
bh. Dewan Pengawas:
b. Direktur:
c. Bklang,
d. Bagian,

. Beksi:
Sub Bagian:rn

ae

b.
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& Satuan Pemeriksa Internal:
h. Komite:
1. Staf Medik Fungsional,
j. Instalasi:
k. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
l Unit.

21 Bidang Pelayanan terdiri atas:
a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Rawat Inap:
b. Seksi Keperawatan dan Kebidanan rawat jalan dan rawat inap, dan
£. Instalasi.

(2 Bidang Penurjang terdiri atas:
&. Seksi penunjang medik:
b. Seksi penunjang nonmedik: dan
Cc. Instalasi.

4) Bidang Humas dan Penilaian Kinerja terdiri atas:
a. Sekai hubungan masyarakat:
b. Seks: penilaian kinerja, dan
c. Instalasi.

Ist Sagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Sub Bagien Umum dan kepegawaian:
h, Sub Bagian Perencanaan Program dan Pengembangan SP:
Cc. Sub Bagian Keuangan dan Akuntasi, dan
d. Instalasi ,

Pasai 16

Bagan Siraktur organisasi tercantum dalam ftampiran yang merupakan bagian
tidak terppsahkan dari Peraturan Walikota Ini.

BAB VII
DEWAN PENGAWAS

Batan Kesatu

Orpenisasi

Pasal! 17

Il Pembentukan dan susunan keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sekit

ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(21 Anggota Dewan Pengawas terdin atas Unsur



(2)

11)

12)

3

14

Aa. pejabat Perangkat Dawrah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah

Sakit:
b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan Daerah,

dan

Cc. teranga ahli yang sesuai dengan kegiatan rixah sakit.
Knterna yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas yaitu:
a. memiliki dedikasi dan memahami masalah yang berkaitan dengan

kemiatar Rumah Sskit, serta dapat menyediakan waktu yang
cukup untuk melaksanakan tugasnya:

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum den tidak pernah
cinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota peneclola
Rumah Sakit, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah

sehingga menyebabkan suatu badan usaha peilit atau crang
yang tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana yang

merugikan Daerah, dan
c. mempunya kompetensi dalam bidang manajemen keuangan,

sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap

peningkatan kuatitas pelayaran publik.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 18

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 ilima)
tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan
berikutnya,

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya

dengan pengangkatan pejabat pengelola Rumah Sekit, kecuali untuk

mengangkatan pertama kal pada waktu pembentukan Rumah Sakit

sebagai BLUD,

Anggota Lewan Pengawas dapat diberhcotikan scbclum waktunya oleh

Walikota.

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), apabila:
a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan beik:
b. tertibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit:
c. dipidana penjara karena melanggar ketentuan Peraturan perundang
undangan: dan/atau



Aa. melakukan kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya dalam

melaksariakan pengawasan atas Rumah Sakit.

Bagian Ketiga
Ketua dan Sekretaris

Pasal 19

(ll Ketua Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas

usul Direktur.

(2) Dalam hal terjadi kekrsonpan jabatan Ketua dalam suatu masa

kepengurusan Dewan Fengawes, maka Walikote mengangkat seorang
Ketua untuk sa masa jabatan hingga selesainya masa jabatan atas ust
Direktur.

(3) Tugas Ketua Dewan Pengawas meliput:
a. mernimpin semua pertemaan Dewan Pengawas:
bh. memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan prosedur dan tata

cara yang tidak diatur dalam Peraturan Internal Rumah Sakit melalui

Rapat Dewan Pengawas:
C. bekerjasama dengan Pengelola Rumah Sakit untuk menangani bervagai

hai mendesak yang seharusnya diputuskan dalam rapet Dewan

Pengawas. Bilamana rapat Dewan Pengawas belum dapat

diselenggarakan, maka Ketua dapat memberikan wewenang pada
Direktur untuk mengambil segala indakan yang perlu sesuai dengan
sibyasi saat itu: dan

d. melaporkan pada rgpat rutin berikutnya perihal tindakan yang diambil

sebagaimana dimakkud pada huni c, disertai dengan penjelasan yang
terkait dengan situasi saat tindakan tersebut diambil,

(4 Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolekuf kolegial.
(SI Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugat Dewan Pengawas,

Walikota dapat menpangkat Sekretaris Dewan Pengawas atas beban

Rumah Sakit.

(61 Sekretaris Dowan Pengawas sebagsimana dimaksud pada ayat (SI,

bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dalam rangka
membantu kegiatan Dewan Pengawas, sedangkan Sekretaris Dewan

Pengawas tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawaa.



Bagian Keempat

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang
Paragraf 1

Tugas

Pasal 29

(1| Dewan Pengawas berfungsi sebagai govemning body Rumah Sakit dalani
melakukan pembinaan dan pengawasan non tekris perumahsakitan
secara internal di Rumah Saki.
Datam melaksanakan fungsi sebapsimana dimaksud pada ayat (1), Dewan42)

in

Pengawas mempunya? tugas:
3. menentukan erah kebyakan Rumah Sakit:
b.

£.

ad.

TM

menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana atatepisi
mernisi danmenyetjut pelaksanaan rencana anpparan:

mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali bisya:
. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien:

mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit,
. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit,etika profesi, dan

perabaran perandang-undangan, dan

.mengawas: Pererlolaan Keuangan Badan Layanan Umum Taerah
Rimah Sakit sesuai dengan ketentuan Peraturan perundanas-andangan.

Feragraf 2

Kewajiban

Pasal21
Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban:

memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Rencana

Strated Biss, Rencana Hias dan Arteparan yang diusulkan oleh

Pejabat Pengelola Rumah Salat:
. mengikuti perkembangan kegiatan Badan Layonan Umum Daerah
Rumah Sakit, memberikan pendapat dan saran kepada Walikota

mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Badari

Layanan Umum Dserah Rumah Saksi,
.membed masehat kepada Pejabat Pengelola Rumah Sakit dalam

roclaksanakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah:

&

&

b.



(2)

(3)

1

Gd.
memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan
den laporan kinerja Badan Layanen Umum Daerah Rumah Sakit

kepada Pejabat Fengelala: dan

e melaporkan pelaksansan tupsanya kepada Walikota secara berkala

paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu remester dan sewaktu-waktu

apabila diperlukan.
Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat Il) huryf
disampaikan sebagai berikut:
@a. laporan semester pertama paling lambat 30 (tipa puluh) har setelah

periode semester berakhir: dan
b, laporan semester kedua ftahunan? paling lambat 40 jempat puluh) hari
setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedilat
memuat:

Aa. penilaian terhadap Renstra, Rencana Bisnis Anggaran dan

pelaksanaannya:
bh. penilaian terhadap kinega pelayanan, keuangar. dan lainnya:
c. penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan:
d. permasalahan pengelolaan Badan Leyanan Umum Daerah dan

solusinya: dan
C. saran dan rekomendasi,
Sclain laporan pengawasan sebagiimana dimaksud pada ayat (3), Dewan

Pengawas sewaktu-waktu menyampaikan laporan apabila terjadi hal yang
secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan BLUD, antara tsin

berkait dengan:
a. pehunlnan kincrja Padan Layanan Umum Daerah:
hb. pemberhentian pimpmao Badan Layanan Umum Daerah sebelum

berakhirnya masa jabatan:
Cc. pergantian lebih dar satu anggota Dewan Pengawas, dan
d. berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas.

Laporan Dowan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf £

dan ayat (4) ditandatangani oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas.

ka
n

Hi



Parapraf 3

Wewenang

Pasal 22

Dalam melaksanakan bipas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai

wewenang sebagai berikut:
&. meneima dan memberikar penilaian terhadap laporan kinerja dan

keuangan Rumah Sakit dari Direktur:
bh. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan
Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah
Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut,

Cc. meminta penjelasan dari Pejabat Pengelola Rumah Sakit danfatau
manajemen lainnya mengensi penyelenggaraan pelayaran di Rumah Sakit
Um dengan sepengetahuan Direkhr sesuai dengan Peraturan Internal
Rumah Sakot atau Dokumen Pola Tata Kelola,

4d. memberikan pengawasan terhadap mutu program Unbuk tercapainya visi,

misi, laisafah dan tujuan Rumah Sakit,
£. merninta penjelasan dari komite atau Un monstruktural di Rumah Sakit

Umum Daerah Mantn Raga terkaii pelaksanaan lupas dan Tungsi Dewan

Pengawas sesuai dengan Peraburan Internal Rumah Sakit atau

Dokumen Pola Tata Kelcla,
£. berkoordinasi denga Cirektur Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan

Internal Rumah Sakit atau Dokumen Pola Tata Kelola untuk ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah: dan

E. memberikan rekomendasi perbaikan terhedap pengelolaan Rumah Sakit.

BAB IX
RAPAT KERJA DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Rapet Rutin

Pasal 23

(il Rapet rutin merupakan rapat terjadwal yang diselenggarakan Dewan

Fengswas yang bukan ttrmasuk rapat tahunan dan rapat khusus.

(2! Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rapat koordinasi
antara Dewan Pengawas dengan Pejabat Pengelela Rumah Sakit dan |
Komite Medik serta Pejabat lan yang dianggap perlu untuk



(3

(H

(5)

(1)

(2)

(31

(4)

(5)

mendiskusikan, mencari klarifikasi atau alternatif sobusi berbagai masalah
di Rumah Sakit,

Rapat rutin dilakeanakan paling sedikit sepuluh kali dalam setahun

dengan interval tecap pada waktu dan tempat yang ditetapkan ojek Dewan

Pengawas.
Scekrctaris Dewan Pengawas menyampaikan undangan kepada setiap

anggsta Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola Rumah Sakit, Komite Medik
dan pihak lain untuk menghadiri rapat rutin paling lambat tiga hari
sebelum rapat tersebun dilaksanakan.

Setiap undangan rapat yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan

Pengawas ascbagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melampirkari:
a.l (sabul salinan agepda,
hb. 1 jsatul salinan risalah tapat rutin yang lalu. dan
& 1 Isatul salinan risalah rapat khusus yang lalu (bila ada).

Bagian Kedua

Rapat Khusus

Pasal 74

Rapat khusus merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan

Pengawas untuk menetapkan kebijakan atau hal khusus yang odak
termasuk dalam rapat rutin maupun rapat tahunan.
Dewan Pengawas mengurdang untuk rapat khusus dalam hal:

a ada permasalahan penting yang harus segera diputuskan: atu

b.ada permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit dua orang
anggota Dewan Pengawas.

Rapat khusus yang diminta oleh anggota Dewan Pengawas schberaimana
dimaksud pada ayat (2| huruf b, harus diselenggarekan paling lambat

tujuh hari setefah diterimanya siuat permiitaan tersebut.

Undangan rapat khusus disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pengawas

kepade. peserta rapat paling lumbat 24 fduapuluh empag jam sebelum

rapat khusus tersebut diselenggarakan.
Undangan rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik.



Bapian Ketiga

Rapet Tahunan

Pasal 25

lh Rapat Tahunan merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan

Pengawas sebap tahun dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan
taburan speraajonal Rumah Sakit

(2) Rape? Tahunan diselenggarakan sekali dalam satu tahium.

(3) Dewan Pengawas menyiapkan dan menyajikan laporan umum keadaan
Rumah Sakit, termasuk laporan keuengan yang telah diaudit,

Bagian Keempat

Undaigan Rapat

Pasal 26

Setiap rapat dinyatakan sah apabila undangan telah disampaikan sesuai

aturan, kecuali seluruh anggota Dewan Pengawas yang berhak micmberkan
suara menolak undangan tersebut.

Bagian Kelima

Peserta Rapat

Pasal 27

Setiap rapat rutin, selain dihadin oleh anggota Dewan Ferngawas, Sekretaris

Dewan Pengawas dan Direktur, juga dihadiri oleh Pejabat Pengelola Rumah

Sakit, Komite Medik dan pihak lain yang ada di lingkungan Rumah Sakit atau
dar Juar lingkungan Rumah Sakit apabila diperlukan,

Bagian Keenam

Pejabat Ketua

Pasal! 28

Ul Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir dalam suatu rapat,
maka bila kuorum telah tercapai, anggota Dewan Pengawas dapat memilih

Pejabat Ketua uatuk memimpin rapat.
(2| Pejabat Ketua sehegaimena dimaksud pada ayat (li) berkewajiban

melaporkan hasil keputusan rapat Kepada Ketua Dewan Pengawas pada

rapat berikutnya.
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Bagian Ketujuh
Kusrum

Pasal 25

Rapat Dewan Pengawas hanya dapat dilaksanakan apabila kucrum

tercapai.
Kuorum memenuhi syarat epabila dihadiri oleh 2/3 idua per uga) dani

seluruh anggota Dewan Fengawas.
Dalam bal kuerum tidak tersapaj dalam waktu setengah jam dari waktu

Tapat yang telah ditentukan, maka rapat ditangguhkan untuk dilanjutkan

pada Satu teropat, hari, dan jam yang same minggu berikutnya.
Dalam hai kborym cddak juga tercapai dalam waktu setengah jam dari
waktu rapat yang telah ditentukan pada minggu berikutnya, maks rapat

segera dilanjutkan dan segala keputusan yang terdapat daftam risalah

rapat disahkan dalam rapat Dewan Fengawas berikutnya.

Bagian Kedelapan
Risalah Rapat

Pasal 30

Penyelenggaraan setiap risalah rapat Dewan Pengawas menjadi tanggung
jawab Pekretaris Dewan Pengawas.
Risalah rapat Dewan Pengawas harus disehkan/ditanda tangani oleh

ketua Dewan Pengawas dalam waktu palimg ama 1d (empat belas)
hari setelah rapat diselenggarakan, dan segala mutusan dalam risalah

rapat tersebut yang berupa rekomendasi agar dilaksanakan oleh Rumah
Sakit.

Bagian Srsembilen

Pemungutan Suara

Pasal 31

Setiap masalah yang diputuskan melalu: pemungutan shara dalam rapat
Dewan Pengawas ditentukan dengan mengangkat tangan atau bila

dikehendaki oleh para anggota Tewan Pengawas, pemungutan Suara

dapat dilakukan dengan amplop tertutup.



(21 Putusan rapat Dewan Pengawas didasarkan pada suara terbanyak sctetah
dilakukan pemungutan suara.

Bagian Kesepuluh
Pembatalan Putusan Rapat

Pasal 32

(11 Dewan Pengawas dapat mengubah atau membatalkan setan putusan yang
diamb) pada rapat rutin atau rapet khusus sebelumnya, dengan syarat

bahwa usul perubahan atau pembatalan dicantumkan dalam

pemberitahuan atau undangan rapat sebagaimana ditentukan dalam
Peraturan Internal (Hospital By Tau ina,

(2) Dalam hai usul perubahan atau pembatalan putusan Dewan Pengawas
tidak diterima dalam rapat tersebut, maka usulan iri tidak Gspat diajukan
lagi dalam kurun waktu tiga bulan terhitung sejak saat ditelaknya usulan.

Bagian Kesebelas

Peran Terbedap Staf Medis Fungsional

Pasal 33

(Hi Dewan Pengawas berperan mendorong dan mendukung dalam bentuk

kebijakan dalam upaya memberdayakan Staf Medis Fungsional untuk
mencapai tujuan Rumah Sakit sesuai dengan Visi, Misi, Falsafah dan

Tujuan Rumah Sakit.

(2 Peran terhadap StaF Medis Fungsional sebagaimana dimaksnd pada ayat

(Ih dilakukan melalui integrasi dan koordinasi sccera terya-menerus dan

berkesinambungan.
(31 Integrasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

diselenggarakan melalui pemberdayaan fungsi dalam Organisasi Komite

Medik Rumah Sakit melahi Subkomite Kredcnsial, Subkomitc Mutu

Profesi dan Sibkomite Etika dan Disiplin Profesi.



(2! Purasan rapat Dewan Pengawas didasarkan pada suara terbanyak setelah

dilakukan pemungutah suara.

Bagian Kesrpuhih
Pembatalan Putusan Rapat

Pasal 39

(1) Dewan Pengawas dapat mengubah atau membatalkan setiap putusan yang
diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya, dengan syarat

bahwa usul perubahan -isu pembatalan dicantumkan dalam

pemberitahuan atau undangan rapat sebagaimana ditentukan dalam
Peraturan Intcmal (Hospital By Tau) ini.

2) Dalam hal usul perubahan atau pembatalan putusan Dewan Pengawas
tidak diterirta dalata rapat tersebut, maka usulan imi tidak dapat disjukan
legi dalam kurun waktu tiga bulan terhitung sejak saat ditolaknya usulan.

Fiagian Kesebelas

Peran Terhadap StafMedis Fungsional

Fasal 33

(li Dewan Pengawas berperari mendorong dan mendukung dalam bentuk

kebijakan dalam upaya memberdayakan Staf Medis Fungsional untuk
mencapai tujuan Rumah Sakit sesuai dengan Visi, Misi, Falsafah dar

Tujuan Rumah Sakit.

(21 Peran terhadap Sraf Medis Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan melalui wtegrasi dan koordinasi secars terus-menerus dan

berkesinambungan,
(35 Interasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat eh,

diselenggarakan melalui pemberdayaan fungsi dalem Organisasi Komite
Medik Rumah Sakit melalui Subkomite Krcdensial, Subkomite Muri
Profesi dan Subkomite Etika dan Disiplin Profesi.
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BAB X
PEJABAT PENGELOLA RUMAH SAKIT

Pasal 34

Pejabat Pengelala Rumah Sakit merupakan seluruh pejabat struktural
baik Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sek maupun

Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit yang sebutannya disesuaikan

dengan nomenklatur yatg berlaku pada rumah Sakit.

Pejabat Pengelola Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oteh

Walikota.
Direktur bertanggung jawab terhadap operasional Rumah Sakit kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Komposisi Pejabat Pengelola Rumah Sakit dapat dilakukan perubahan,
baik jumlah maupun jenisnya, setelah dilakukan analisis orpanieasi

guna memenuhi tuntutan perubahan dengan mengusuikan kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Perabahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI
TUGAS POKOK PEJABAT PENGELOLA

Bagian Kesatu

Direktur

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 35

(11 Direktur mempunyai bugas untuk memimpin pelaksanaan pengelolaan
Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagartana dimaksud pada ayat il),
Direktur mempunyai kewajiban:
a. memimpin dan mengurus Rumah Sakit sesuai dengan tujuan

Rumah Sakit yang telah ditetapkan,
b. menetapkan kebijakan operasiona| Rumah Sakit:
c mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja

Rumah Sakit:

k



mengatur, mendistribusikan, dan mengkoordinasikan tugas kepada
bawaan:
mengevaluasi, mengendalikan, dan membina pelaksanaan
lugas bawahan:
memberikan petunjuk dan bimbingan tekria serta pengawasan
kepada bawahan:
melaksanakan sistem pengendalian intern:
menilai hasil kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasi
kerja bawahan:
melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan,
dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

(2) Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempunyai fungsi sebagai

penanggung jawab umum operasional dan keuangon Rumah Sakit yang
dibantu olch Kepale Pidang dan Kepala Bagian sebagai berikut:
a. membantu Walikota dalam melaksanakan tugasaya meliputi

pembinaan Umum, cperasional, pelayanan di bidang kesehatan:
memberikan pelayanan prima di bidang pelayanan kesehatan:
mengelola dengan prinsip manajemen jasa usoha pelayanan dengan
tidak melupakan fungsi sosial pelayanan kesehatan:

mpenjalin kerja sama dengan pihak ketiga atas persebujuan Walikota
dalam rangka pelayanan di bidang kesehatan,
meneriga bimbingan teknis dan instansi terkait di Tingkungan
Kementerian Kesehatan, dan

menyusun laporan pelaksonaan tugas kepada Welikota melalui
Sclcectaris Daerah.

Paragraf 2

Wewenang

Pasal 36
Direktur mempunyai wewenang untuk:
a. memimpin dan mengelola Rumah Sakit sesuai dengan tujuan Rumah

sakti dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil

Bung,

menggunakan, memelihaya dan mengelola aset Ramah Sakit:

4

4.

E-

h.
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b



mewakili Rumah Sakit baik di dalam dan di luar Pengadilan:
menetapkan kebijakan anggaran rnodal dan operasional Rumah Sakit,
menetapkan Kebyakan dan prosedur, menyetujui pendidikan, penditan
dar pengembangan para profesional di bidang kesehatan:

mengembangkan useha dalam mengelola Rumah Sakit sebagaimana yang
telah dipanskan oleh Pemerintah Daerah:

menyiapkan Rencana Strategis, Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah
Sakit
mengadakan dan memelihars pembukuan serta administrasi Rumah

Sakit sesuai dengan kelaziman yarg berlaku bagi Rumah Sakit:
mengusulkan Organisasi dan Tata Kerta Rumah Sakit lengkap dengan
susunan jabatan dan rincian bugasnya untuk disetujut pleh Walikota:

meryehjui kebijakan den prosedur serta menyetujui pendidikan para

Profesional kesehatan dan penelitian:

menetapkan hal yang berkaitan dengan bak dan kewaiban tenaga
korurak sesuai dengan ketenhian peraturan perundang undangan yang
berlaku dan

menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala.

Paragraf 4

Persyaratan

Pasal 347

Syarat untuk dapet diangkat menjadi Direktur sebagai berikut:
&. seorang Dokter/ Dokter Gigi yang memenuhi kriteria keahlian, integritas,

kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitan:
berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengerobangkan usaha

guna kerandiian Rumah Sakit,
beraedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan
praktik bisnis vane sehat di rumah Sakit, dan
memenuhi syarat administrasi kepeeawaian bagi Dircktur yang
berstatus Aparatur Sipil Negera.

£
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h
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Paragraf 4

Evaluasi

Tasal 38

(ll Evalvasi/penilian kinerja Tirektur dilakikan oleh Walikota paling
sedikit 1 satu) kali dalam setahun.

(2) Direktur Rumah Sakit merupakan Aparatur Sipil Negara menjadi pejabat

pengguna anggaran, bareng Daerah.

Bagian Kedua

Bidang Pelayanan

Pasal 39

Kepala Bidanp Pelayaran Medik mempunyai tugaa:
A. MENYUSUN rencana dan program kerja bidang pelayanan medik,

keperawatan dan kebidanan:
b. mengkoordinasikan rencana dan program kerja bidang:
C. men rdinasikan para kepala seksi:
d. memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

hewahan:
&. Mengatur, mendistibusikan dan mengkoondinasikan tugas kepada

bawahan:
EL melaksanakan penerapan mekanisme pengaturan dan pengelolaan

kepatan pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan:

E. menyusut rencans kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana,
tenaga, peralatan media dan kebutuhan lainnya,

h. mengkoordinasikan pelaksanaar pelayanan medis, keperawatan dan

kebidanan di instalasi terkajt:
i. /(menpkoordinasikan penyusunan dan mengawaai pelaksanaan Ferabiran

Internal StafMedis:

I- mengkoordinasikan instalasi terkait lainnya untuk memberikan

informasi/ penjelasan dan meminta persetujuan finformed conseny atas

tindokan medis yang dilaksanakan,
k. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja

bawahannya:
L melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

dan

m. melaporkan hasil pelaksanaan bagas kepada Direktur.

Ai



Paragraf 1

Seksi Pelayanen Medik

Pesal 49

(1) Kepala Seksi Pelayanan medik mempunyai tugas mengkoordinasikan
seluruh kebutuhan pelayanan dan melaksanakan pemantauan,
pengawasan serta penilaian terhadap penggunaan fasihtas di Instalasi
Gawat Darurat, Kamar Operasi, Kamar Bersalin, Unit Nconatologi,
Instalasi Kawat inap, Instalasi Rawat Jalan, Penyuluh Kesehatan

Masyarakat Rumah Bakat,

(2) Dalam meyelonggarakan bugas sebagaimana dimaksud pada ayst (ll,
Kepale seksi pelayanan medik mempunyai fungsi sebagai benkut:

a. perencanaan, pelaksanean pengelolaan kebutuhan tenaga medis, para
medis dan non medis:

b. menginverntarisir peralatan dan bahan, yang benar dan sesuai dengan
kebutuhan di hngkungan pelayanan medis:

& mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan kebutuhan pelayanan
medis,

d. pengawasan dan penilyan terhadap pelaksanaan prosedur kerja dan

pelayanan di seluruh jajaran pelayanan medis bekerja sama dengan
Instalasi terkait!

&, pemantakat dan pengawasan penggunaan fasiltas pelayanan medis:
FE pembitaan dan pengembangan tenaga mmedis, paramedis nonperawatan

dan nonmedis:

2. melakukan urusan ketatausahaan dan kenurahtanggaannya:
h. pengawasan dan perwendalian pengawasan pasien di instalasi yang
terkait dengan pelayanan medik, dan

i. melakaanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesusi

bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seks: Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 41

(1) Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan melaksanakan tugas di bidang

pelayanan keperawatan dan kebidanan meliput asuhan keperawatan dan

kebidanan sesuai ketentuan peraturan perundang-indangan.

1



21 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat fil
Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan mempunyai fungsi:
a. membantu Direktur menyusun rencana stralegis Rumah Salat,
b. mejaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah

ditentukan:
&. mempelajari, menelaah, dan mempedomani peraturan perundang-

undangan dan naskah dinas sesuai dengan tugas bidang keperawatan:
d. mengendalikan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan dan

kebidanan, tika dan mubu keperawatan serta kebidanan:
Ee. menyusun bahan dan date, kebutuhan dan fasilistas pelayanan

keperawatan dan kebidanan serta meningkatkan kualitas kompetensi
tenaga paramedis:

f. /merywiapkan bahan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat:
BE. melakukan keordinssi dan kerja sama antar kepala bidang dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas,
h. mengawasi, menilai serta memberi pehanjuk dan bimbingan kepada

bawahan:
i. melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan kegiatan kepada atasan:

dan

I- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya,

Dagian Ketiga
Bidang Penunjang

Pasal dz

(ll Kepala Bidang Penunjang mempunyai bigas merencanakan dari

mengkoordinasikan kegiatan di bidang penunjang medis dan nonrnedis
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas scbagsimana dimaksud pada ayat (11

Kepala Bidang Penunjang mempunyai fungsi:
a menyusun program kerja dan rencans kebutuhan yang berkmitan

dengan berfungsinya pelayanan dan mantapnya pengelolaan di bidang

penunjang medis dan nonrnedis:
b. membagi tugas dan memantau pelaksanaan sesuai dengan ngkup

tugas seksi masing-masing)
Cc. menggerakan staf untuk melaksanakan pekerjaan secara terencana,

tertib, terabur dan terpadi
k



dl. menciptakan suasana kerja yang harmonis di lingkungan bidang

penunjang medis dan nonmtiis sehingga semua staf dapat bekerja
dengan baik:

se. melakukan koordinasi antar kepala seksi dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas,
f. mengowasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan serta unit pelaksanaan pelayanan fungsional dan instalasi

pelayanan,

£. melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah

ditentukan:
h. memberikan masukan dalam tangka menyusun rencana anggwan
Rumah Sakit khususnya yang berkaitan dengan bidang penunjang
medis dan nen medis:

1 mempelajari, menelaah dan mempedomani peraturan perundang-
undangan dan naskah dinas sesuai dengan tugas bidang penunjang
medis dan nonmedis, dan

j- menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di

bidang penunjang medis dan nNoruwedis sesuai dengan Standar

kornpetensinya.

Paragraf 1

Seksi Penunjang Medik

Fasat 43

(ll Kepala Seksi Penunjang Medik. mempunyai tugas mengkoardinasikan
seluruh “kebutuhan pelayanan dan meaksanakan pemantauan,

pengawasan dan penilaian terhadap penggunaan ipsilitas di bagian

layanan kefarmasian, jaboratorium, radiologi, pelayanan bank darah,

perawatan intensif Untuk tema polongan Umur dan jenis penyakit, gizi,
sterilisasi instrumen dan rekam medik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
&) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud peda ayat fl),

Kepala Seksi Penunjang Medik mempunyai fungsi:
a. membanbu kepala bilang menyiapkan bahan dan data dalam rangka

penyusunan bahan rencana strategis:
b. menyelenggarakan perencanaan, peirksanaan pengelolaan kebutuhan

sumber daya manusia:



Cc. menginrentarsir peralatan dan bahan sesuai dengan kebutuhan di

Ingkungan penunjang medik:
d. mengkoorditasikan pelaksanaan pengelolaan kebutuhan pelayanan
penunjang medik:

e. pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur kerja dan

pelayanan di seluruh jajaran penunjang medis, bekerja sama dengan
instalasi terkait: dar

i. mengkoordinir pengelolaan administrasi pelayanan penusiang medik.

Paragraf2
Seksi Pemanjang Monmedik

Pasal 44

(11 Kepala “Seksi Penunjang Nonmedik mempunyai tugas untuk

mengoordimasikan seluruh kebutuhan pelayanan dan melaksanakan

pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap penggunaan fasililas di

pelayanan downdry/ linen, jasa bogaf dapur, beknik dan pemeliharaan
fasilitas, pengelolaan Yimbah, gudang, ambulans, sistem informasi dan

komunikasi, permulasaran jenazah, sistem petanggulangan kebakaran,

pengelolaan gas medik dan pengelolaan air bersih sesuai ketentuan

perataran perundang undangan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Il),

Kepala Seksi Penunjang Monmedik mempunyai fungsi:
a. membantu kepals bidang merviapkan bahan dan data dalem rareka
penyusunan bahan rencana strategis:

h. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan kebutuhan
sumber daya manusja, menginventaris peralatan dan bahan yang benar

sesuai dengan kebutuhan di lingkungan penunjang nonmedik:
Cc. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan kebutuhan pelayanan
penunjang nonmedik:

d. pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan presedur kerja dar

pelayanan di seluruh jajaran penunjang Ronmecdik, bekerja sama dengan
instalasi terkait:

e mengkoordinir pengelolaan administrasi pelayanan penunjeng NOn-

medis,
f, melakukan kegiatan pendidikan dan pelabhan dalam rangka

peningkatan mutu tenaga kesehatan dan pendidikan teinnya yang
berkaitan dengan pelayanan kesehatan, dar



melaksanakan evaluasi kincrja pegawai dalam rangka meningkatkan
kinerja pelayanan penunjang nonmedik Rumeh Sakit.

Bagan Keempat

Bagian Tata Usaha

Pasal 45

(1 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan
Rumah Sakit meliputi:

Ff.

E

administrasi Um:

pelaporan,

kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengadaan
sdmivistresi kepegaweilan:
sister perencansan program dan pengembangan sumber daya manusia:
sister informasi manajermmtn, dan

keuangan.
(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimakand pada ayal (1), dipimpin oleh

seorang kepala bagian yang kedudukannya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) Bagian Tata Usaha membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub

Bagian Penyusunan Proprari den Pengembangan Sumber Daya Mantsia
serta Sub Bagian Keyangan dan Akuntasi,

4 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat il),
Kepala Bagian Tata Lisaha mempunyai fungsi:
menyusun program kerja yang berkaitan dengan tugas Bagian Tata
Usaha:

. memantat pelaksanaan sesuai dengan Hngkup tugas setiap sub bagian:

menggcrakan stafunbk melaksanakan pekerjaan secara terencana:
. menciptakan suasana kerja yang harmonis di seyap sub bagian:
. meneliti dan meneruskan sirast keluar, surat masuk danf bteu

dokumen lainnya yang berkaitan dengan Rumah Sakit kepada
ptasannya:
melakukan telaah terhadap surat atau dokumen atau masalah untuk
disusun alternatif pemecahan dan disampaikan kepada Direktur:

. menyebarluaskan kebijakan Direktur atau atasannya di Rumah Sakit:
memberikan masukan dalam rangka menyusun rencana anggaran
Rumah Sak khususnya yang berkaitan dengan bagian Umum dan

kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia dan keuangan:

&

b.

&

b.
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£
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i. melaksanakan evaluasi penyerapan hulanan anggaran yang dikelola

bagian umum dan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia
dan keuangan:

j. mengkoordinasikan dan pemeliharaan sarana atau peralatan yang ada

di bagan umum dan keptpawaian, pengembangan sumber daya
manusia dan keyangan:

k. mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan Rumah Sekit mulei dari
suratmayuk, penpegendaan surat, surat keluar dan kearsipan:

1 menyusun bahan pembinaan dan petunjuk teknis tentang penataan
administrasi Rumah Sakit,

m. mengkoorditiasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian Rumah

Sakit:
n. mengkoordingsikan pemenuhan kebubuhan administrasl pelaksangan

pendidikan dan latihan bagi pegawai:
o. mengkoordinasikar, pelaksanaan kerumahtanggeaan dan pengadaan

Rumah Sakit:

p. mengkoordinasikan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan admiristrasi

terpadu Rumah Sakit: dan

1. melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan perinten Direktur dalam

rangka tugas menyelenggarakan ketatausahaan Rumah Salat.

Parawraf 1

Sub Begiar Umum dan Kepegawaian

Pasal 46

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas untuk melaksanakan
administrasi umum dan kepegawaian.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (lh,

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepepawsian mempunyai fungsi:
Aa, Menyusu: rencana kerja di bidang administrasi umum:
b. merwusua petunjuk teknis pengelolaan administrasi,
c. melaksanakan administrasi umum Rumah Sakit:
d. perrtimsan, pendistribusian dan pengiriman surat alay naskah dinas:

. penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip:

la menyusun percncanaan keperluan alat tutis kantor:

KE. menyusun perencanaan pemeliharaan gedung, ruangan, peralatan,

pekarangan, kebersihan dan ketertiban Rumah Sakit:

h

IN



hi penyiapan kelengkapan untuk keperhan rapat dinas: pelaksanaan,
Pemantaan:

L pengumpulan dan pepolahan data serta dokumentasi Rumah Sakit:
£ melaksenakan monitoring dan cyvaluasi kegiatan pengelolaan

administrasi Umum dan pehilain kinerja, dan
k. metaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Penyusutan Program dan Fengembangan

Sumber Daya Manusia

Pasal 47

(11 Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi,
menyusun perencanaan proktam dan kebutuhan pegawai, pengadaan,

pengerabangan den peringkatan.
(2 Dalam menyelenggarakan hugas sebagaimana dimaksud pada ayat (li,

kepala sub bagian penyusunan program dan pengembangan sumber daya
manusia mempunyai fungsi:
a membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan tekvis di bidang

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan:
bh. menyugun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinedja serta

pertanpetingjawaban pelaksanaan tugas:
c. memimpin dan menekoordinasikan pelaksangan tugas sub bagian

perencanaan program dan pengembangan:
d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada
bawakan:

e, memberkar s9rnn, pendapat dan pertimbangan kepada atasan:
f. menyusun pereocanaan kebutuhan, pengadean, prrpembangan dan

penataan pegawai,
E melaksanakan kegiatan urusan administrasi kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan,

h. menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan sumbect daya manusia Rumah Sakit:
i. memJasilitasi pengusulan proses @dinistrasi kepegawaian serta

orientasi kepeda pegawai Rumah Sakit secara berkala:



1. melakukan monitoing dan cvahuasi kinerja sub bagian perencanaan
program dan pengembangan sumber daya manusis:

k. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan: dan
L melaksanakan tugas lain yarg diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugeanya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Akuntasi

Pasal 48

Il) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas di bidarw
keuangan dar akuntansi sesuai ketentuan peraturan perindang
undangan, dan bertangegung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata
Usaha,

(2) Dalaa menyelenegarakan dugos sebagaimana dimaksud pada ayat IH,

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai fungsi:
a. membantu Direktur dalam menetapkan kebijakan dan program jangka

panjang, menengah, maupun pendek sesumi dengan kebijakan dan

program kesehatan, ternitama dalam penyusunan perencansan,
akutansi dan pengelolaan keuangan,

bh. menyusun peraturan pelaksanaan penyusunan perencanean, akuntansi
dan pengelolaan keuangan:

c. mengambil keputusan dan tindakan terhadap hal yang berkaitan

dengan kepentingan Rumah Sakit baik untuk keperluan di dalam

maupun di Izar Rumah Sakit sesuai kewenangannya:
d. merencanakan, mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan sdministrasi

keuangan dan akuntansi:
ce, menyelenggarakan proses pencatatan, ptlapotan dan penyajian laporan
akuntansi Rumah Sakit:

f menyusun prosedur tetap untuk setiap kegiatan di lingkungan bidang

keuangan dan akuntansi:
E. mengkoordinasikan seluruh pelaksarsan kegiatan di bidang keuangan
dan akuntansi mulai dan mesukan, proses dan keluaran serta umpan
balik sesuai standar pelayanan dan prosedur yang telah ditstapkar:

h. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan dan pelayanan di

bidang keuangan dan akuntansi unbuk menyusun rencana perbaikan,
pemaritapan maupun pengembangan sebagai bahan pertimbangan
kebijakan Direktur:

:



i. mengadakan pembinsan dan memberi motwasi terhadap sehuruh

Pegawai untuk menimpgkatkan gairah dan disiplin kerja: dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai hidang
tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Hubungan Masyarakat dan Penilaian Kinerla

Pasal 49

1) Bidang Hubungan Masyarakat dan Penilaian Kinerja mempunyai tugas di

bidang Huburgan Masyarakat dan Perilaian Kirera.
(2 Hidarg Hubungan Masyarakat dan Penilaian Kisega sebagaimana

dimaksikd pada ayat 1), dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang
kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Ill,
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Penilaian Kinerja mempunyai

fungsi:
a. Menyusun program kerja, rencana kegiatan dan rencana kebutuhan

yang berkaitan dengan berfungsinya bidang pelayanan hubungan
masyarakat dan periisian kerja serta mantapnye pengelolaan di bidang
humas dan perilaan kinerja:

b. membagi tugas dan memantau pelaksanaan sesuai dengan lingkup
tugas seksi masing-masing,

Cc. menggerakan Staf untuk melaksanakan pekerjaan secara terencana,

tertib, teratur dan terpadu:
d. menciptakan suasana kerja yang harmonis di lingkungan bidang

hubungan masyarakat dan penilaian kinerja sehingga semua staf dapat
bekerfa dengan baik:

e. mekikukan koordinasi antar kepala seksi dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas,
Ir. /(mengawasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimbingan kcpada

bawahat:
E. melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah

ditentukan:
h. memberikan masukan dalam rangka menyusun rencana anggaran

Rumah Sakit khususnya yang berkaitan dengan bidang bubungan
masyarakat dar penilaian kinerja:

Lian

ATI



meapclajari, menelaah dan mempedomani peraluran perundang
undangan dan naskah digas sesuai dengen bugas bidang hubungan
masyarakat den perilaian kinerja,
mengkoordinasikan pelakaansan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
di bidang hubungan masyarakat dan perilaian kinerja:
melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan
prosedur kerja dan pelayanan di seluruh jajaran seksi: dan

melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan keglatan

kepada atasan.

Paragraf 1

Seksi Hubungan Masyarakat

Pasal S0
(1) Kepala Seksi Hubungan Masyarakat mempunya tugas melaksanakan

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap
urusan pengolahan penyajian informasi tentang produk dan hasil kerja
pelayanan Rumah Sakit serta kerja sama dengan pihak lain.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Ill,
kepala seksi hubungan mesyarakat mempunyai fungsi:
a menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hukum dan

b.

TN
O
o

BD

kerja sama:

mMenyusuh rencana, prepram kerja, kegiatan, laporan kinerja serte

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas:

perkumpulan dan pengolahan data kehumasan, pemasaran sosial,

publikasi dan buku
. menyiapkan rancangan keputusan dan/atau Peraturan Direktur,
. menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama dengan pihak lain,
melaksanakan koordinasi dengan pers:

. mengkoordinesikan penanganan pasien terlantar,

.mengkoordinasikan penanganan masalah hukum den pengaduan
masyarakat terhedap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit:
melayani permohonan perisinan praktek kerja bagi para murid atau
mahasiswa institusi pendidikan:

. pengelolaan daftar inventaris ketumasan Rumah Salat:
. pengelolaan kliping tentang tulisan iimiah dan non ilmiah,

pengolahan nesil kuesioner dan penerbitan brosur dan leaftet Rumah
Sakit:

,

4
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Tit. melaksanakan koordinasi kehumasan dengan seksi dan/atau unit kerja
lam di lingkungan Rumah Salat,

Gn.melakukan monitoring dan evaluasi kinerja seksi hubungan masyarakat:
dan

9, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugssnya.

Paragraf 2

Seksi Penilaian Kinerja

Pasal SI
(lh) Kepala seksi penilaian Kinerja mempunyai tugas mengkoordinir seluruh

kegiatan yang berkenaan dengan evaluasi seluruh hasil kerja Rumah
Sakit.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Il),
Kepala Seksi Pendiadan Kinerja mempunyai fungsi:
a. menyiapkan bahan atau materi penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria penilaian pelaksanaan kebjakan dan program serta

penyelenggaraan jaminan mutu,
.mrlakukan pembinaan, pementayan dan evaluasi kinerja pelaksanaan
kebijakar dan program:

. melakukan pembinaan penyelenggaraan jaminan mutu pengelolaan
sumber daya Rumah Sakit:

. melakukan pemanteuan dan evaluasi manfaat produk Rumah Sakit:
e. menyusun laporan eyatuesi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program

serta penyusunan Laporan Akuntabihtas Kinerja Instansi Pemenntak,

mengimplementasikan standar paransi mutu produk kepada pelanggan
di semua sreanya untuk meningkatkan keyakinai dan kepuasan
pelanggan terhadap produk Rumah Sakit:

. melaksanakan survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui tingkat
kepuasan pelanggan dan sebagai landasan untuk meningkatkan
pelayanan pelanggan: dan

h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang Ligasnya.

b.

£

E



Parserai 3
Instalasi Rurntah Sakit

Pasal 52

(li Instalasi Rumah Sakit mempunyai tugas menyediakan fasilitas dan

menyelenggarakan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan,

pendidikan dan pelaihan, serta pemeliharagn sarana dan prasarana
Pumah Sakit,

(21 Pembentukan Instalasi Rumah Sakit sehagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.

(Z| Instalasi Rumah Sakit dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan

diberhentikan oleh Direktur.

dl Ktpala instalasi dalem melaksattakan tugasnya dibantu oleh tenaga

Tungsional medis dan nenmedis dan bertanggung jawab kepada Direktir.

BAR XII

SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

Pasal 53

(lh Satuan Pemeriksa Internal berada di bawah dan bertanggung jawah

kepada Direktur:

2| Satuan Pemernkss Internal, sebagaimana dimaksud pada ayat (ll
dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dicektur.

(3) Satuan Pemeriksa Inter mempunya tugas dan tanggung jawah

meliput:
a. melakukan kajian dan analisis terhadap rencana investasi Rumah

Sakit khususnya sejauh mana uraian pengkajian dan pengelolaan
reviko telah dilaksanakan oleh unit yang lain:

b. melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan,
pemantauan, cikkibfitas dan efisiensi sistem dan prosedur, dalam

bidang kecangan, operasi dan pelayanan, pemasaran, sumber daya
manusia dan pengembangan Rorsah Sakit:

c. melakukan penilaian dan pemantauan mengenai sistem pengendalian
informasi dan komunikasi yang meliputi:
1. informasi penting Rumah Sakit terjamin keamanannnya:
2. fungsi sekrttasat Rumah Sabat dalam peneendajian informasi

dapat berjalan dengan cfekaf dan



2. penyajian laporan Ramah Sakit memenuhi perahyran perundang-

undangan.
d. melaksanakan tupges khusus dalam Ingkup pengendalian internal

yang ditugaskan oleh Direktur.

(H Dalam melaksanakan tugasnya sebapaimana dimaksud pada ayat (3l,
Sabuan Pemerikaa Internal berfangsi:
Aa. Uni motitoring yang bersifat independen untuk:

1, membantu Direktur agar dapat secara efektif mengamankan
investasi dan aset Rumah Sakit,

3. melakukan penilaian desan dan implementasi pengendalian
internal, dan

2. melakukan analisis dan evaluasi efektif proses sesuai dengan

ptosedur pada semua bagian dan seksi kegiatan Rumah Sakit.
kb. Satuan Pemeriksa Internad dalam melaksanakan fungsinya

bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

SI Tugas dan fuogsi sebagaimana dimaksud pada ayat (31 dan ayat (4I

disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur,

(5) Bahan pertimbangan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (Si berdasarkan penugasan dari Direktur.

BAR XIII
KOMITE

Pasal 54

(ll Pejabat Pengelola Rumah Sakit dalam mergawal mutu pelayanan
kesehatan berbasis keselamatan pasien maka perlu dibentak komite

yang merupakan wadah profesional dan memiliki otoritas dalam

organisasi staf medik, keperawatan, ebk dan hukum, percegahan dan

pengendalian infeksi (PPM, farmasi dan terapi serta dalam rangka

mengembangkan pelayanan, proeram pendidikan, dan pelatihan serta

mengembangkan ina pengetahuan dan teknologi.
21 Pembentukan komite meliputi:

a. Komite Medik:
b. Komite Keperawatar:
Cc. Komite Etik dan Hukum:
d. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI): dan
e. Komite Farmasi dan Terapi.

BNI



(31 Komite sehagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan non

struktural yang berada di bawah seria bertanggung jawah kepada
Inrektur.

BAB XIV
KOMITE MEDIK

Bagian Kesatu

Pengorganisasian Komite Medik

Pasal 55

(11 Komite Medik merupakan organisasi nonstruktura! yang dihentuk di

rumah sakit
(2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat il) bukan merupakan

wadah perwakilan dari stafmedik.

Bagan Kedua

Otgenisasi dan Keanggotaan Komite Medik

pasal 56

H) Komite Medik dibentuk oleh Direktur.

(21 Susunan organisasi Komite Medik melipuh:
a. Kets:
hb. Sekretaris: dan
c. Subkomitc.

Id) Keanggotaan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur dengan

mempertimbangkan sikap profesional, r#putasi dan perilaku.
ih Jumlah keanggotaan Komite Medik sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disesuaikan dengan jumlah stafmedik di Rumah Sakit.

(SI Anggota Komite Medik terbagi ke dalam Subkomite.

Bagan Ketiza
Peralihan Karnits Medik

Pasal 57

(1) Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Direktur dengan memperhstikan HD

masukan dari stafmedik yang bekerja di rumah sakit.

| Ih



(2) Bekretans Komite Medik dar ketia Subkomite ditetapkan oleh Direktur

Gj

(2)

431

berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite Medik dengan
memperhatikan masukan dari ataf yang bekerja di Rumah Sakit.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Komite Medik

Fasal 53
Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme
staf medik yang bekerja di rumah sakit dengan cara:

a. nclakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan

pelayanan medis di Rumah Sakit.
bh. memelihara mutu protes! stafmedis: Aan

Cc. menjaga disiplin, ctika dan perilaku profesi stafmedik.

Dalam melaksanakan tugas kredensiat, Komite Medik memiliki fungsi
sebagai berikut:

a. penyusunan dan pengkompilasian daftar Kewenangan Klinis sesuai

denyan masukan @asi kelompok ataf medis berdasarkan norma

keprofesian yang berlaku,
b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian meliputi:

1. kompelensi,
2, kesehatan fisik dan mental,
3. perilaku: dan
4. elika profesi.

£. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran berkelanjutan,
d. wawancara terhadap permohonan Kewenangan Klinis:
8. penilaian dan pemutusan Kewenaopan Klinis yang adekuat
f. pelaporan hasil penilaian kredcnsial dan menyampaikan

rekomendasi Kewenangan Klinis kepada Kornite Medik
& melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya mass berlaku
Surat Penugasan Klinis dan adanya permintaan dari Komite Medik:

ti. rekomendasi Kewenangan Kls dan penerbitan, dan
Ii. surat Penugasan Klinis.
Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi atal medis, Komite

Medik memiliki Tinesi melipub:
a. pelaksanaan audit medis,
h. rekomendasi pertemuan imiah intcenal dalam rangka pendidikan

berkelanjutan bagi stafmedik:

K



Cc. rekomendasi kegiatan ekscemal dam rangka pendidikan
berkelanjutan bapi staf medik Rumah Salat: dan

d. rekomendasi proses pendampingan bagi staf (medis yang
membutuhkan.

(4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi
staf medik, Konutc Medik memiliki fungsi tneliputd:
2. perrbinaan etika dan disiplin profesi kedokteran:
b. pemeriksaan stafmedis Yang diduga melakuken pelanggaran disiplin:
c. rekomendasi pendisiplinan perilaku profeajonal di Rumah Sakit, dan
d. pemberian naschat/pertimbengan dalam pengambilan keputusan ctis

pada asuhan mcdis pasien.

Bagian Kelima

Wewenang Komite Medik

Pasal 59
Komite Medik mempunyai kewenangan melipub:
a.

b

Cc.

d

—
1

7

(|

(2

memberikan rekomendasi rincian Kewenangan Klinis:
. memberikan rekomenijasi Surat penugasan kliris,
meroberkan rekomendasi penclakan Kewenangan Klinis,
memberikan rekomendasi perubahari/modifikasi rincian Kewenangan

Klinis,
memberikan fekomendasi dndak lanjut adit medis:
memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan,
memberikan rekomendasi pendampingan, dan

memberikan rkomendasi pemberian dadakan disiplin.

Bagian Keenam

Subkorzite

Ketua Subkomite ditetapkan oteh Direktur berdasarkan rekomendasi dari
Ketua Komite Medik dengan memperhatikan masukan dari staf medik

yang bekerja di Rumah Sskit.
Sub Komite yang ada di Rumah Sakit terdici atas:
A, Suhkomite Sredensial:
bh. Subkomite Mutu Profesi: dan

C. Subkorrite Etika dan Disiplin Profesi.



RAB SY
SUBKOMITE KREDENSIAL

Pasal 51

Untuk memproteksi mesyarakat, Keniite Medik memilik peran melakukan

penapisan (kredensial/ rekredensial) bagi seluruh staf mcdik di Rumah Salat
melahui Subkomite Kredensial.

Bagian Kesatu

Pengorganisasian Sip Korsite Kredensial

Pnsal 62

(1 Pengorganisasian Sub Komite Kredensial terdiri atas:
a. Ketua:
b. Sekretaris, dan

co. Anggota. |

(21 Proses kredensid) dilaksanakan dengan semangat keterbukaan, adil,

obyekif sesuai prosedur dan terdokumentasi.

(3) Subkomits Kredensial melakukan penilaian kompetensi seorang staf
medis dan menyiapkan berbagai inetnamen kredensial yang disahkan
oleh Direktur,

(4) Instrumen kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat 3) paling sedikit

meliput kebijakan Rumah Bekit tentang kredensial dan Kewenangan
Klinis, pedornan penilaian kompetensi Wiris, formulir yang diperlukan.

is) Pada akhir proses kredensial, Komite Medik menerbitkan rekoraendasi

kepada Direktur tentang lingkup Kewenangan Klinis seorang atafmedis,

(5) Subkomits Kredensial melakukan rekredensial bagi setiap staf medis yang
mengajukan permohonan pade saat berakhirnya masa berlaku Surat

Ferugasan Kliua,

Bagian Kedua
Tata Kerja Sub Kornite Kredensia!

Pasal 63

(11 Staf medis mengajukan permohonan Kewenangan Klinis kepada Direktur

dengan mengisi formulir daftar rincian Kewenangan Klinis yang telah

disediakan oleh Rumah Sakit dengan dilengkapi bahan pendukung.



(2) Berkas perrtohonan staf medis yang telah lengkap disampaikan olch

Direktur kepedea Komite Medik.

(3) Kajian terhadap formulir daftar rincian Kewenangan Kiiris yang telah diisi
oleh pemohon.

Eh Pengkajian oleh Subkernite Kredensial meliputi elemen:

a. kompetensi
l. berbagai area kompetensi sesuai standar kompetensi yang
disahkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang unbuk itu:

2. koemtik
3. afekti dan
4. psikomotor,

b, kompetensi bisik,
c. kompetensi mental perilaku: dan

d. perilaku etis:

(SI Kewenangan Klinis yang diberkan mencakup derajat kompetensi dan

cakupan praktik.
(6$ Daftar rincian Kewenangan Klinis diperoleh dengan cara:

a. menyusun daftar Kewenangan Khnis dilakukan dengan meminta

masukan dari setjap Kelompok StefMedis,
b. mengkaji Kewenangan Klinis hagi pemohon dengan menggunakan
daftar incian Kewenangan Klinis: dan

ce. mengkaji ulang daftar rinian Kewenangan Klinis bagi staf medis

dilakukan secara periodik.

(7) Rekomendasi pemberian Kewenangan Klinis dilakukan oleh Komite Medik

berdasarkan masukan deri Subkomite Kredensal.

(8) Subkomite Kredensial melakukan rekredensial bagi setiap stafmedis yang
mengajukan permohonan pada saat berakhirnya masa berlaku Surat

Penugasan Klinis (SPK) dengan rekomendasi berupa:
2. kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan:
b. kewenangan klimis yang bersengkutar ditambah:
£. kewenangan klimis yang bersangkutan dikurangi:
d. kewenangan klus yang bersangkutan dibekukan untuk waktu

tertentu:
e, kewenangan klinis yang bersangkutan diubah /dirncdifikasi: dan

f. kewenangan kiois yang bersangkutan diakhir.
(9) Bagi staf medis yang ingin memulihkan Kewenangan Klinis yang dikurangi

atau menambah Kewenangan Klinis yang dirilk dapat mengajukan
permohonan kepada Kamite Medik melalu: Direktur.

k



(10) Ecrdasarkan permohonan serhagaimana dimaksud pada ayat (9), Komite

Medik menyelenggarakan pembinaan profesi antara Isin melalui

mekanisme pendampingan Iproctoringi.

BAP XVT

SUBKOMITE MUTU PROFESI

Pasal54
Untuk menjaga mutu profesi para staf media, Komite Medik mempunyai
peran melakukan Sudit medis, merekomendasikan pendidikan berkelanjutan
dan memJlasilitasi proses pendampingan staf medie melalui Subkormite Mutu

Profesi.

a.

b.

Bagian Kesati
Susunan Organisasi Subkomite Mutu Pratesi

Pasal 65
Susunan organisasi Sub Komite Mutu Profesi terdiri atas:

Ketua:
Sekretans, dan

Anggota.Ti

)

(2)

Bagan Kedua
Tata Kerja Subkoetrnite Mutu Profesi

Pasal 56
Pelakaanaan audit medis dapst memmuhi 4 tempat) peran penting yaitu:
Aa sebagai sarana untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi

measing-mesing etaf medis pemberi pelayanen di Rumah Sakit:
h.scbagai dasar untuk pemberian Kewenangan Klinis sesuai

kompcterisi yang dimiliki:
Cc. sebagai dasar bagi Komite Medik dalarn merekomendasikan

pencamyan atau penangguhan Kewenangan Klinis: dan
d. sebagai dasar bagi Komitt Medik dalam merekomendasikan

perubahan/modifikasi rincian Kewenangan Klinis storang stafmedis.

Langkah pelaksanaan audit medis sebagai berikut:



. pemilihan topik yang akan dilakukan audit:

penetapan atandar dan kriteria,

penetapan jumlah kasus/sampel yang akan diaudit:
. membandingkan standar kriteria dengan pelaksanaan pelayanan

c. melakukan analisis kasus yang tidak sesuai standar dan kriteria:
I. menerapkan perbaikan: dan

E. rencana reaudit.

(3) Subkomite Mutu Profesi dapat merekomendasikan pendidikan
berkelanjutan bag: staf medik:

a. menentukan pertemuan ilmiah yang harus dilaksanakan oleh

masing-inasing kelompok staf medis dengan pengaturan Waktu yang
disesuaikan:

h. pertemuan tersebut dapat puta berupa pembahasan kasus antara lain

meliputi kasus kematian (death case, kasus sulit maupun kasus

c. setiap kali pertemuan ilmiah harus disertai notutensi, kesimpulan dan

daftar hadir peserta yang akan dijadikan pertimbangan dalam

penikian disiplin profesi:
d. notulensi beserta daftar hadir menjadi dokumen/arsip Sub Komite

Mutu Profesi:
e Subkomite Mutu Frofesi bersama-sama dengan kelompok staf

medis menentukan kegiatan ilmiah yang akan dibuat oleh

SubKomite Muta Profesi yang melibatkan staf medis rumah sakit

sebagai nara sumber dan peserta aktif:
L setiap kelompok staf medis wajib mencnbukan minimal satu

kegiatan ikmiah yang akan dilaksanakan dengan Subkomite Mutu

Profesi pertahun:
£ Subkamitk Mutu Profesi bersama dengan bagian pendidikan dan

penelitian ramah sakit memfasilitasi kegiatan tersebut dan dengan
mengusehakan satuan angka lordit dari ikatan prolesi,

h. menentukan kegiatan ilmiah yang dapat dikuti oleh masing-masing

b.

&.

langka:

atal merias setiap tahun dan tidak mengurangi bari cuti tahyoannya:
dan

1. memberikan persetujuan terhadap permintaan staf medis sebagai
saran kepada Manajemen. 4

4 Sud Komite Mutu Profesi dapat memfasilitasi proses pendampingan

(proctoringi bagi staf medis yang membutuhkan:

MAIN



.. menentukan nama staf mcdis yang akan mendampingi staf
medis yang sedang mengalami sanksi disiplin/ mendapatkan
pengurangan kewenangan Klinis: dan

b. komite medik berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit untuk
merniasilitasi semua sumber daya yang dibutuhkan ntuk proses
pendampingan (proctorngi tersebut.

BAR XVI
SUB KOMITE ETIKA DAN DISIFLIN PROFESI

Bagian Kesatu
Feran dan Organisasi

Pasal 87
Peran Komite Medik dalam upaya pendisiplnan staf medis dilakukan oleh
Dub Komite Etika dan Disiplin Profesi.

Pasal 68

Orgarusasi Sub Komite Etika dan Displin Profesi lerdiri atas:
a. Eetua:
b. Sekretaris: dan
Cc. Anggota.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 69

(11 Dalam melaksanakan haigasnya, Subkomite Etika dan Displin Profesi
memiliki semangat yang berlandaskan:
@. peraturan interna) Rumah Salat:
b. peraturan internal stafmedia:

etika Rumah Sakit dan
d. nottna ciika medis dan norma bicetika.

2) Tolok ukur dalam upaya pendisiplinan perilaku profesional staf
medis yaihy.
Aa. pedoman pelayanan kedokteran di Rumah Sakit:
b. prosedur kinerja pelayanan di Rumah Sakit:

m



£. daftar Kewenangan Kls di Iiamah Sakit,
d. kode etik kedokteran Indonesia:
e. pedoman perilaku profesiondd kedokteranf buku penyelenggaraan

praktik kedokteran yang baik:
T. pedoman pelanggaran disiplin kedokteran yang berlakudi Indonesia:
&. pedoman pelayanan medik klinik: dan
h. standar prosedur operasional asuhan medis.

(2) Penegakan disiplin profesi dilakukan oleh sebuah panel yang dibentuk
oleh Ketua Subkomite Etika dan Disiplin Profesi.

|

(4) Pane) terdiri dari 2 oreng staf medis atau lebih dalam jumlah ganjil

dengan suBunan sebagai berikut:

a. lisatuj orang gan Subkomite Etika dan Disiplin Profesi yang memiliki

disiplin ilnu yang berbeda dari yang diperiksa: dan
b.2 (duaj orang atau lebih staf medis dari disiplin ilmu yang sama

dengan yang diperiksa dapat berasal dari dalam ramah sakit atau luar

Rumah Sakit, baik atas permintaan Komite Medik dengan perserujuan
Picektur atau Direkrar terlapor.

(5! Mekanisme pemeriksaan pada upaya pendisiplinan perilaku profesicnal,
sebagai berikut
&. Ssuriber laporan:

1. perorangan:

aj manajcmen Ramah Sakit
Pi staf medis lain:

31

C| tenaga kesehatan lain atan tenaga nonkesehatan, dan

dj pasien atau keluarga pasien.
2, nenpercrangan:
2) hasil konferensi kematian: dan

bh) hasil konferensi klinis.
b. dasar dugaan pelanggaran disiplin profesi menyangkut hal antara lain:

1. kompetensi klinis:
2. penatalaksanaan kasus medis,
3. pelanggaran disiplin profesi,
4. pengguhaan obat dan alat keschstan yang tidak sesuai dengan

standar pelayanan kedokteran di Rumah Sakit, dan ,
5. ketidakmampuan bekerja sama dengan staf Rumah Sakit yang

dapat membahayakan pasien.
c. pemerkaaan:

1. dilakukan oleh panel pendisiplinan profesi:



2. melalui proses pembuktar,:
3. dicatat oleh p#tugas sekretariat Komite Medik:
4. terlapor dapat didampingi oleh personil dari Rumah Sakit:
5. panel dapat menggunakan keterangan ahli sesuai kebutuhan: dan
b.seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh panel disiplin pwofcsi

bersifal tertabap dan pengambilan keputusannya bersifat rahasia.
d. keputusan:

1. keputusan panel yang dibentuk oleh Sub Komite Buka dan Disinlin
Profesi diambil berdasarkan syara terbanyak, untuk menentukan ada

|
atau tidak pelanggaran disiplin profesi kedokteran di Rumah

Sakit:
2. dalam hal terkapar merasa keberatan dengan keputusan panel, yang

bersangkutan dapst mengajukan keweratonnya dengan memberikan

bukti baru kepada Subkomite Etika dan Lisiplin Profesi yang
kemudian akan membentuk panel baru: dan

3. keputusan ini bersifat final dan dilaporkan kepada Direktur melalu:

Yarmite Medik,
e. rekomendasi pembenan tindakan peridisiplinan profesi pada staf

medis oleh Bubkomute Etika dan Disiplin Frofesidi rumah sakit berupa:
h peringatan tertulis:
2. Jimutasi (reduksi) Kewenangan Klinis,
3. bekerja di bawah supervisc dalam waktu tertentu oleh orang yang

mempunyai kewenangan untuk pelayanan medis, dan

4. pencabhtan Kewenangan Klinis sementara atau selamanya.
L. pelaksanaan Keputusan:

1, keputusan Suh Komite Etika dan Disiplin Profesi tentang pemberian
andakan disiplin profesi diserahkan kepada Direktur oleh Ketua
Korutc Medik dalam bentuk rekomendasi: dan

2. Direktur melakukan eksekusi.

(6) Subkomitc Etika dan Disiplin Profesi menyusun materi kepiatan

pembinaan profesionalame kedokteran.

(7, Pelaksanaan pembinaan profestonalisrme kedokteran dapat

diselenggarakan dalam beituk ceramah, diskusi, simposium, lokekarya
yang dilakukan oleh unit kerja rumah salat seperti unit pendidikan dan

penelitian atau Koroite Medik.

1 I :



(8) Subkomitc Etika dan Disiplin Profesi mengadakan perterruan
pembahasan kasus dengan mengikutsertakan pihak terkait yang
kompeten untuk memberikan pertimbangan dalam pengambilan
keputuaan etis.

PAS XYTN

RAPAT KOMITE MEMK
Bagian Kesahi

Um

Pasa) 70

(1) Rapat Komite Medik terdiri atas:
a rapat rutin bulanan dilakukan bersama dengan staf medis yang
diselenggarakan setiap Iisatu| bulan sekali:

hrapat koordinasi dengan pejabat peneeldla Rumah Sakit yang
diselenpparakan paling sedikit dalam 2 tiga) bulan sekali

c. rapat khusus, dilakukan sewaktu-waktu guna membahas yang
sifaniya urgen, dan

d. rapat tahunan, diselenggarakan sekali setiap tahun,

2) Rapat Rutin dipimpin oleh Ketua Komite Medik atau Sekretaris apabila
ketua tidak dapat hadir

(21 Rapat Rutin dinyatakan sah apabila dihadin oleh paling sedikat 2/3 idua
per bga) anggota Komite Medik atau dalam hal kuorum tersebut tidak

tercapsi maka Rapat dinyatakan sah setelah ditunda delam batas waktu
15 ilima belas) menit, selanjutnya rapat dianggap kuarum.

(4 Seriap Rapat khusus dan rapat tahunan wajib dihadim deh pejakat
pengelola Rumeh Sakit dan pihak-pihak lain yang ditentukan oleh Ketua
Koruite Medik.

(5) Keputusan rapst komite medik didasarkan stas suara terbanyak.
(S1 Dalawa hal jumtah suara yang diperoleh adalah sama maka Ketua

berwenang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang.

(F7) Perhitungan suara hanyalah berasal dari anggota Kornite Medik yang
hadir.

8) Direktur dapat mengusulkan perubahan atav pembatalan setiap

keputusan yang diambil pada Rapet Rutin, Repat Khusus sebelumnya

dengan syarat usilan tersebut dicantumkan dalam pembentahuan atnu

undangan rapat,



9 Dalam hal wsulan perubahan ata pembatalan kepatusan
sebagaimena dimaksud pada ayat (1) tidak diterima dalam rapat maka
usulan tersebut tidak dapat diajukan tagi dalam kurun waktu 3 itigaj
bulan terhitung sejak saat ditolaknya usulan tersebut.

Bagian Kedua

Rapat Khusus

Pasal 71

(1) Rapat khusus diadakan apabila:
Ba. ada permintaan dan tanda tangan paling sedikit 3 (tiga) anggota staf

medis:

kada keadaan atau situasi tertentu yang sifstnya mendesak untuk segera

ditangani oteh komite medik: dan
c. rapat khusus dinyatakan sah apabila dihadia paling sedikit 2/2 (dua

pertiga) anggota Kornite Medik, atau dalam hal kowrum tersebut tidak

tertepai maka rapat khusus dinyatakan sah setelah dilaksanakan

pada hari berikutnya.

(2) Undangan rapat khusus harus disampaikan oleh ketua komite medik

Kepada sehiruh angpota paling lambat 24 fdua puluh smpai) jam sebelum

rapat dilakganakar.

3) Undangan rapat khusus harug mencantumkan hujuan spesifik dari rapat.
4 Rapat khusus yase diminta oleh anggota staf medis sebagaiana

dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilakukan 7 Itujuh) hari setelah

diterimanya surat permintaan rapat.

Bagian Ketiga
Renat Tahunan

Pasal 72

(1) Rspat Tahunan Komite Medik diselenggarakan sekali dalam setahun.

(2) Rapat Komite Medik wajib menyampaikan undangan tertulis kepada
seluruh anggots dan pihak lain yang perlu diundang paling lambat

Titujuhj hari sebelum rapet diselenggsrakan.

Mai



BAR XIX
KOMITE ETIK DAK HUKUM

Pasal 73

(1) Komite Ebk dan Hukum dibentuk guna membante Direktur untuk
mensosiahsasiken kewajiban Rumah Sakit kepada semua unsur yang ada

di Rumah Sakit meliputi:

kewajiban umum Rumah Sakit:
kewajiban Rumah Sakit terhadap masyarakat:
kewajiban Rumah Sak terhadap staf:

menyelesaikan masalah medico legal dan etika Rumah Sakit dan
melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan

Tim Penasehat/ Advokasi Hukum yang ditunjuk Pemerintah Daerah

dalam menyelesaikan masalah medioo tegal
(4 Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat il)

merupakan badan non atrukturai yang berada di bawah dan

bertariggungjawab kepada Direktur,

(9) Komite Etik dan Hukum dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan
Direktur.

(hb Dalam rielaksanakan tugas Komjte Etik dan Hukum berfunesi:
&. menyelenggarakan den meringkatkan komunikasi medico eliko legal,

baik internal maupun eksternal Rumah Sakit:
b. menyelenggarakan dan meningketkan pengetahuan ctika dan hukum

bagi penigas di Rumah Sakitdan
c. menyelenggarakan dan meningkatkan kemampsen resiko manajemen

terhadep masalah-masalah etika dan hukum di Rumah Sakit.

(5) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud peda ayat (11 dah
oo H

disampaikan secara tertua kepada birektur dalam bentuk
rekomendasi.

5

(Bl Dahan perambangan beriipa rekomendasi sebagaimana dimakpud peda

ayat (S) berdasarkan penugasan dari Direktur,

b
«



BAB XX
KOMITE KEPERAWATAN

Begian Kesatu

Organisasi

Pasal F4

(11 Komite “Keperawatan merupakan arganisasi nonstruktural yang
berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (ll bukan

merupakan wadah perwakilan dar staf keperawatan.

Pasal F5

(1) Komite Keperawatan dibenbak oleh Cirektar.

(2) Susunan organisasi Komite Keperawatan terdiri atas:
a.Ketua:

b,Sekretaris, dan
c. Subkomite,

5) Keanggotaan Kornite Keperawatan terbapa ke dalam Subkomite.

gi

Fasal F6

I1h Ketua Komite Keperawatan ditetapkan olek Direktur dengan

memperhatikan masukan dar tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah
Sakit.

(1 Sekretaris dan Subkomite diusulkan oleh Ketua Komite Keperawatan dan

diterapkan oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dan tenaga

keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Wewenang
Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 77

(11 Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam

melakukan Kredensial, pembinaan disiplin dan etika profesi tenaga

keperawatan serta pengembangan proksi berkelanjutan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (JJ,

Komite Keperawatan mempunya fungsi:



a. penyelcaggaraan konsultasi keperawatan,
b. penyelenggaraan tukar pendapat, kebijakan, dan pelaksanaan

pelayanan,
Cc. pemberian motivea dalam pemecahan masalah profesi keperawatan

melalui pembelajaran:
d. penggalian inovasi dan ide yang membangun dan pembaharuan ke arah

perbaikan profesi keperawatan,
ce. penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran kepada prokesi

seslai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimilik: dan
£. penyelenggaraan advokasi dengan memberikan perlindungandan

dukungan kepada profesi dalam menerima haknya termasuk masalah
hukum.

Paragraf 2

Wewenang

Pasal 72

Komits Keperawatan berwenang untuk:
&.

(1)

F2)

membuat dan membubarkan paritia kegiatan keperawatan

(panitia adhod secara mandiri Maupun bersama Bidang Pelayanan:
. mengusulkan rencana kebutuhan tenags keperawatan dan proses

penempatan tengga keperawatan berdasarkan tinjanan profesi:

mergusulkan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
keperawatan

| nembimbing perawat dalam kesuksesan kerja dan karir, dan
memberikan pertimbangan tentang bimbingan dan konseling

kepernwatan.

Subkomite

Paragraf 1

Umum

Pasal 79
Ketua Subkomite ditetapkan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi dari
Eetua Komite Keperawatan dengan memperhatikan masukan dari staf

keperawatan yang bekerja di rumah sakit.
Bubkornite yang ada di Rumah Sakit terdiri atas:
a. Subkomite Kredensial,

hb

4.



B5, Subkomire Mutu Profesi: dar
Cc. Subkomite Etik dan Disiplin Profesi.

Paragraf 2
Subkormite Kredensial

Pasal 80

(1) Sobkomite Kredensial mempunyai tugas:
a. menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis.
b. menerima hasil verifikasi persyaratan Kredensial:
tc. mertkomendasikan tahapan proses Krmdensial:
4. merekomendasikan pemulihan kewenangan klimis hagi setiap tenaga

keperawatan,
c. melakukan Kredensial ulang secara berkala setiap 5 (limaj tahun:

dan
f. membuat laporan seluruh proses Kriededsial kepada Ketua Komite

Keperawatan unbik dkeruskan kepada Lirektar.

(2 Dalam menjalankan tugasnya, Subkomiit Kredensial dapat mengusulkan
dibentuknya team ad hoc, kepada semua kornite keperawatan.

Paragraf 3
Subkornite Mutu Profesi

Pasal £1

H1) Subkomite Mutu Profesi mempunyai tugab:
a. menyusun data dasar prolil tenaga keperawatan sesuai arca praktek,

merekomendasikan perehcanaan pengembangan profesional!

berkelanjutan teraga keperawatan:
Cc. melakukan audit asuhan keperawatan, dan

d. memjfamlitasi proses pendampingan tenaga keperawotan sesuai

kebutuhan,

2) Dalan menjalankan tupasnya sebagaimana dimaksud pada ayatilh,
Subkorite Mutu Profesi dapat mengusulkan dibentuknya Tim adhec

kepada Kelua Komite Keperawatan baik insidentsi atau permanen.

b.



Parapraf 4

Subkorite Erik dan Oraiplin Profesi

Pasal 89

(1) Subkomite Ebk dan Disiplin Profesi mempunyai tugas:
a. melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan:
b. melakukan perrbinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan,
Cc. melakukan penegakan disiplin profesi keperawatan,
d. merekomendasikan penycicsaian masalah-masstah pelanggaran

disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan asuhan

keperawatan,
bh. merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis danfatau surat

Penugasan Kls, dan

cr. memberikan pertimbangan dalam meneambil keputusan etis

dadam asuhan keperawatan.
12! Guna menindaklanjuti rekomendasi dari Subkomite Etik dan Disiplin

Profesi sebapaimana dinaksud pada ayat 11, komite keperawatan
membentuk team adhec baik ingindenbl atau permanen.

i3| Hasil kerja ream cdhoc sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dibawa dalam

rapat pleno.

Dagian Keempat

Rapat Koordinasi Keperawatan

Pasal 83

(1| Komite Keperawatan dan Bidang Pelayanan melaksanakan kerja
dan koordinssi secara berkala dan berkesinambungan melalui rapat
koordinasi keperawatan.

(21 Rapat Koordinasi Keperawatan terdiri atas:
Aa. rapat kena:
hk. rapat rutin:
Cc. rapet pleno: dan
d. sidang tahunan.

i3h Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan
rapat kerja keperawatan dengan ketentuan:
a. dilaksanakan dalam setahun sekeli dan bersifat terbuka:



5. dipimpin oleh Ketua Komite Keperaoratan dan dibadid oleh sekretaris
komite keperawatan, Subkomits, kasi keperawatan, panitia
keperawatan dan kepala ruang keperawatan: dan

C. agenda rapat yaitu mernbuat rencana kerja keperawatan delam 5

Dina) tahun.

Hi Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baruf b merupakan

rapat rutin keperawatan dengan ketentuan:
EH.

h.

C.

dilaksanakan 3 itiga) bulan sekali diikuti oleh seksi keperawatan,
Komite Keperawatan, Kepala Ruang Keperawatan dan seluruh

anggota Komite Keperawatan,
agenda rapat yaitu membahas masalah keperawatan, dan

repat dipimpin oleh Ketun Komite Keperawatan.
(5) Rapat pleno sebagaimang dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan

rapat pleno keperawatan dengan ketentuan:

a.

h,

diadakan sewaktu-waktu bila dibutuhkan:
rapat dipimpin oleh Ketua Komite Keperawatan dihadiri oleh Sekretaris
Komite Keperawatan, Subkornite dan Kepala Sekai Keperawatan:dan
agenda rapat yattu membahas persoalan eik dan disiplin staf

keperawatan.

(01 Sidang tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan

sidang tahunan keperawatan dengan ketenhuun:

a.

b,

diadakan satu kali dalam setahunj

dipimpin oleh Ketua Konlite Keperawatan yang dihadiri oleh

Bekretaris Komite Keperawatan, Sub Komite, Kasi Keperewatan,
Panitia Keperawatan dan Kepala Ruang Keperawatan,
agenda sidang yaitu membuat rencana kerja keperawatan dalam 1

isatu) tahun dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun

yang telah Jalu: dan

keputusan yang diambil harus disetujui peling sedikit oleh 2/3 (dua
pertiga) peserta yang hadir.

BAR XXI
KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

Pasal 84

(1) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dibentuk guna membantu
Direktur dalam pencegahan dan pengendalan infeksi.

d.



(21 Komite Pencepahan dan Pengendalian Infeksi mempunya Ligas:
a. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam Pencegahan dan

Pengendalian infeksi:
bh. menyusun serta menetapkan, mensosialisasikan dan mengevaluasi

kebijakan pencegah dan pengendalian infeksi Rumah Sakit:
c. melaksanakan investigasi dan penanggulangan masalah Kejadian Luar
Hiata bersama Tim Pencegah dan Pengendali Infeksi Rumah Sakit,

d. merencanakan, mengusulkan pengadaaan alat dan beban yang sesuai

dengan prinsip pencegahan dan pengendalian nfekoi dan aman bagi

yang mengunakan:
&. membuat pedoman tata laksana pencegahan dan pengendalian infeksi,
£ melaksanakan pemantauan terhadap upaya pencegahan dan

pengendalian infeksi:

g. memberikan penyuluhan masalah infeksi kepada tenaga medik,
nonmedik dan tenaga jainnya serta pengguna jasa Rumah Sakit, dan

hi menerima laporan atas kegiatan tim Pencegah dan Pengendali Infeksi

danmembuat laporan berkala kepada Direktur.

(9) Kornite Pericegahan dan Pengendalian Infeksi merupakan badan non-

struktural yang berada di bawah serla berranggung jawab kepada
Direktur.

(t) Koermile Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dibentuk dan ditetapkan

dengan keputusan Direktur setelah mempertimbangkan masukan dari

para Kepala Bidang.

BAE Xx
KOMITE FARMASI DAN TERAPI

Pasal 85

1 Komite Farmssi dan Terapi dibentuk guna membantu Direktbar dalam

rangka mencapai budaya pengelolaan dan penggunaan hat secara

ramonal,

(2| Komite Farmasi dan Terapi mempunyei tugas:
a. membuat pedoman diagnosis dan terapi, formulanum Rumah Sakit,

pedoman penggunaan antibiotika:
b. melaksanakan pendidikan dalam bidang pengelolaan dan penggunaan
obat terhadap pihak terkait,

1

LINI



c. melaksanakan pengkajian pengelotaan dan penggunaan obat serta
memberikan umpan balik:

d. membina hubungan kerja denga unit terkait di dalam Rumah Saki
yang sasarannya berhubungan dengan obat:

£. mengkaji penggunaan produk obat baru stau dosis obat yang diusulken
oleh anggota stafmedis:

f. mengelola obat yang digunakan dalam kategori khusus: dar
E membantu instaJasi farmasi dalam mengembangkan tinjayan terhadap

kebijakan den peraturan mengenai penegunaan obat sesuai perataran
yang berlaku secara lokat maupun nasional,

43 Komolc Farmasi dan Terapi merupakan hadan nenstruktural yang berada

di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.

itj komite Farmasi dan Terapi dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan
Direktur setelah mempertimbangkan masukan dari para Kepala Bidang.

BAR XXI
STAF MEDIS FUNGSIONAL

Pasal 66
|

(1) Staf Medis Fungsional merupakan kelompok Dokter/ Pokter Gigi yang
bekerja di bidang medis dalam jabatan fangsional.

(2) StafMedis Fungsional merapunyai tugas:
melaksanakan diagnosis:
melaksanakan pengebatan,
melaksanakan pencegahan akibet penyakit:
melakukan peningkatan dan pemulihan kesehetan:
melakukan penyuluhen:dan
mengadakan pendidikan, pelatihan, penelitan den pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi kedokteran.

13) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimakyad pada ayat (2) Staf
Medis Fungsional menggunakan pendekatan tim dengan benaga prolesi
terkait,

PI
An
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BAB XXIV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIOKAL

Pasa! 87

Ll Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional
yang terbagi atas berbewai kelompok jabatan fungsional sesusi bidang

keahliannya.

td Jumlah tenaga fangsional sebagaimana dimaksud pada ayat 11)

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ata.
(23) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kesiatan

berdasarkan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan keahlian

dan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perandang-undangan.
d4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan

perundang-undarigan.
(Sl Tenaga fumgsiongl sebagaimana dimaksud pada ayat (4| berada di

Ingkuangan unit kerja Rumah Sakit sesuai kompetensinya.

BAB XXV
UMIT PENJAMIN MUTU DAW KESELAMATAN PASIEN

Bagan Kesatu

Organisasi dan Keanggotaan

Pasal S8

(1 Unit Penjamin Mutu dan Keselamatan Pasien dibentuk oleh Direktur.

(2 Susunan Unit Penjamin Mutu dan Keselamatan Pasien terdiri atas:
a. ketua Unit Penjarain Mutu dan Keselamatan Pasien:
b. koordinator:

IL kenrdinatar mutu khinik:

2. keordinetor mutu manajemen, den
3. koordinator keselamatan pasien.

(3) Masa tugas Unit Penjamin Mutu dan Keselamatan Pasien pada Rumah
Sakit selama 3 (tigal tahun.

(4 Dalam pelakeansan tugas Unit Penjamin Mutu dan Keselamatan Pasien

pada Rumah Saki bertanggung jawab kepada Direktur.



Bagian Kedua

Tuges

Pasal 89

(ih) Ketua Unit Penjamin Mutu dan Keselamatan Fasien mempunyai tugas:
a. menyusun kebijakan dan strategi dan membuat program Manajemen
Mutu dan Keselamatar Pasien Rumah Sekit:

bimelakukan koordinasi dengan unit terksit dalam penyusunan
program penjamin mu dan keselamatan pasien:

c. mengevaluasi terhadap implementasi Standar Operasional Prosedur

Pelayanan dan Administrasi, program pejamin muat serta

menjalankan peran dar melakukan motivsior, edukator, konsultasi,
monitoring, evaluasi implementasi progrem keselamatan pasien rumah

sakit:
d. menyusun dan mensosialisasikan laporan hasil pencapsian program

penjamin mutu dan keselamatan pasien:
e, menyusun jadwa| besar kegiatan akreditasi nasional dan internasional,
£ mermasilitasi kegiatan terkait oo penyelenggaraan pengembangan,

inovasi dan gugus kendali mu.

ga melakukan koordinasi kepada beagian/hidangf komnie/unit terkait

terhadap implementasi standar pelayanan yang ”——
berfokaas pada

pssien dan manajemen:
h. bersama-sama dengan bagian diklat rumah sakit melakukan pelatihan

internat inutu dan keselamatan pasien Timah Sakit:
i. menghadiri repat, pertemuan, Workshop dan/atau seminar terkait

pengembangan mutu klinik dan manejemen baik internal atau

tksterna) Ruraah Sakit:
j. melakukan koordinasi dengan unit terkai't dalam RCA (Root Cause

Anntysis/ dan FMEA (faihureMode Effect Anelusish,
k.memproses laporan insiden keselamatan pasien (eksternal) ke KKFRS
PERSI: dan

1. mengkoordinir investigasi den masalah terkait:

1) Kondisi Potensial Cedera (KPC),
2) Kejadian Nyaris Cedera (KMC):
3) Kejadian Tidak Cedera (KTC):.
4 Kejadian Tidak Diharapkan (KTO: dan
SI Kejadian Sentisel.

(| Koordinator Mutu Klinik mempunyai bigas:



membuat rencana strategis dan menyusan panduan Manajemen Mutu

Klinik:
h, mengevaivasi implementssi Standar Operasional Prosedur Pelayanan:
Cc. berkoordinasi denean unit terkait

oo
dalam penyelenggaraan

pemantauan indikator nyata klinik,

P

4d. menganalisis hasil pencepajan indikator dan membuat laporan hasil

pemantauan mnubti klinik,
2. menyelenggarakan kegiatan sogialisasi internal rumah sakit

tentang percepatan indikawer mutu klinik:
L menyusun dan mendistribusikan bahen rekomendasi terhadap

pencapaian indikator mutu klinik,

£ menghadiri rapat, pertemuan, vorkshop dan/atau seminar terkart

pengembangan mutu klinik baik internal atau eksternal Rumah

Sakit:
hb. menyusun dan melaksanakan panduan pelaksanaan validasi data

internal khusus Iodikator mutu klinik,
i mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan, inovasi dan

Pagas kendali muturdan

j. mernbuat laporan kegiatan pengembangan, inovasi dan gugus kendali
mutu,

(31 Koordinator Mutu Manajemen mempunya) tegar:
a. membuat rencara statepja dan menyusun panduan Manajemen Mutu

Manajemen:
b. mengevaluasi /impementas! Standas oo Operasional Prosedur

administrasi dan sumber daya:
r. berkoordinasi dengan unit terkaat dalam penyelenggaraan

pemantauan indikator mutu manajemen:
d, menganalisis hasil pencapalan indikator dan meribuat laporan hasil

pemantayan mutu manajemen:
2 menyelenggarakan krgiatan sosialisasi internat nimah sakit

tentang pencapaian “indikator manajemen:
£ menyusun dan mendistribusikan bahan rekomendasi terhadap

pencapaian hasil pemantauan MAL manajemen,

& menghadiri tapat, pertemuan, workshop dan/atau seminst terkait

pengembangan mutu manajemen baik internal atau eksternal Rumah

Sakit:
kh. menyusun den melaksanakan panduan pelaksanaan validasi data

internal khusus indikator Mutu Marajemer,

W



mengkoordinasikan penycenggaraan pengcmbaneoan, inovasi dan

Bugus kendali: dan

membuat laporan kegiatan pengembangan, inovasi dan gagua kendali
mutu.

i

14| Koordinator Keselamatan Pasien mempunyai tugas:
a membua sencana strategis dan menyusun pandyan Keselamatan

b.

Pasien Rumah Sakit:
melakiikan pencatatan, pelaporan dan analisis masalah terkait

dengan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), kejadian Nyaris Cidera

(ENC) dan Kejadian Sentinsi:

memproscs laporan insiden keselamatan pasien fekatemnal) ke Komite

Keselamatan Kerja Rumah Sakit Persatuan Rumah Sakit Indonesia,
. mengkoordinir investigasi dan masalah terkait Kejadian Tidak

Diharapkan (KTD), Kejadian Nyaris Cidera (KNC) dan Kejadian
Sentinel: dan

secara berkala membuat laporan kegiatan ke pimpinan Rumah
Sakit.

KAA XxvT
TATA KERJA

Pasal 20

(l| Dalaman rangka melaksanakan tugas setiap pimpinan gahjan organisasi di

Inekungan Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan pendekatan lintas bangsi (cross functor approach) secara

werikal dan horisontal baik dilinpkungannya aerta dengan instalasi lain

goal gas.
(2) Sevap pimpiten satuan Orgenisesi wajih mengawasi bawahannya dan

apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan
sesai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(J) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan

merigkoordinasikan hawshan dan memberkan bimbingan serta petunjuk

bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(Hi Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi

petunjuk dan bertanggung jawab kepade atasan serta menyampaikan
laporan berkala.

TNNKET

4.



(5) Setiap lapsran yang diterima deh pimpinan sahuan organisasi dari

bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk

menyusun laporan lebih lanjut dar urbuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.

(9| Kepala Bidang, Kepala bagian, Kepala Sekai, Kepala Sub Bagian dan

Kepala Instalasi waiih menyampaikan laporan berkala kepada atasannya.

BAB SAVI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Tujuan Pengelolaan

Pasal 91

(2! Pengelolaan Sumber Daya Manusia bertujuan untuk pengaturan dan

kebijakan yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi

pada pemenuhan secara kuantitabif dan kualitatif untuk mendukung

pencapajan tujuan orgarisasi secara efektif dan ghsien.

(2) SOUM sebagaimana dimaksud pada ayat (lj terdiri atas:
1, Tenaps Medis meliputi:
a. Dokter/Dokter Gigi tetap
b. Dokter/Dokter Gigi Paruh Waktu, dan
£. Dekter/ Dokter Gigi tamu.

2. Tenaga Keperawatan dan Kebidaruun meliptil:
a. Perawat: dan

b. Bidan.
3. Tenaga Kesehatan Lainnya meliputi:

a. Apoteker:

Safitaan,
Analis Laberatoritm:

Radiografer:

Mutrisionis:

Psikolog:
Sarjana Kesehatan Masyatakat:
Keteknigian Medis:

Keterapian Fisik:
Tenaga Teknik Biomedikidan

'C

£

"7
p

k. Tenaga Kesehatan lainnya.
i



4. Tenaga Nonkcechatan

@. Manajemen Administrssj.
. Teknik Joftorrnatika:
. Sarjana Hukum:

Aktintan:
| Teknik Mesin dan Krlstikan,
Tenaga Perhotelan.

. Tata Boga:
. Sattan Pengamanan:Tk

D
a

Cleaning Serie: dan
Tenaga Nonkesehatan lainnya,L—

-

Bagian Kedua

Pengangkatan Pegawai

Pasal 92

Il) Perawei Rumah Sakit dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non.

Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pengangkatan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari non pegawai

negeri sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis

dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.

(31 Mekanisme pengangkatan pegawoi Rumah Sakit yang berasal dari non

pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan
ketentuan peraburan perundaing-undangan.

Bagan Ketira

Perpindahan Pegawai

Pasal 93

il) Perpindahan Pepawai Negen Sip! dan non-Pegawai Negeri Sipil di

Inekungan Rumah Sakit dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan

kinega dan pengembangan karir.

(Zi Perpindehan dilaksanakan dengan metipertimbangkan:
a. penempatan scseorang pada pekerjaan yang sesuai denpan pendidikan

dan keterampiannya.
b. masa keda dj unit tertentu,
c. pengalaman pada bidang tugas tertentu:
d. kegunaannya dalam menunjang karir: dan

b.

.
d.



2, kondisi fisik dan peika pepaai
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan pegawai negeri

sipil dan non pegawai negeri sipil di lingkungan Rumah Sakit ditetapkan
oleh Direktur.

k

Bagian Kempul
Pemberhentian Fegawai

Pasat 94

(11Pemberheotian pegawai berstatus pegawai neperi sipil dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(2) Pemberhentian pegawai berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut
oa. meninggal dunia,
hb, atas permintaan sendiri:
c. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun kecuali tenaga ahli

yang dibutuhkan,
d. perampingan organisasi Rumah Sakit
e. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan

3

kewajiban pegawai Non pegawai negeri sipil:
FK tidak tersedia anggaran untuk memberi gaji kepada pegawai Non

pegawai negeri sipil, dan/atau
E. melawakan pelanggaran kontrak dan tindakan melanggar hukum.

Pasal 55

(ll Pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian pegawai cebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 04, dilakukan oleh

Walikota-

HAB KEVII
PERATURAN INTERNAL STAF MEDIK

Bagian 1

Maksud Dan Tujuan

Pasal 96

(1Pereturan Internal Staf Medik dimaksudkan agar Karite Medik dapat

menyelenggarakan tata keloia klinis yang baik melahi mekanisme

kredensial, peningkatan miuby profesi, dan penegakan disiplin profesi.

TAN
UN



(2) Peraburan Internal StafMedik bertujuan untuk:
a. mencapai kedja sama yang baik antera staf medik dengan pemilik

Rumah Salat atau yang mewalah di antara staf media dengan Direktur,
b. mencapai sinergiamc antara manajemen dan profesi medis untuk

kepenlingan pasien:
£. menciptakan tanggung jawab staf medik terhadap mutu pelayanan

medis di Rumah Sekit: dan
d. memberikan dasar hukum ba Mitrabestari (peer group) dalam

pengambilan keputusan profesi melalui Komite Medik yang dilandasi

semangat bahwa hanya ataf medik yang kompeten dan berperilaku

profesional! saja yang boleh melakukan pelayanan medis di Rumah

Bekit.

Bagian Kedua

Kewenangan Klinis

Faraerai 1

Umum

Pasal 27

Ul Semua pelayanan medis hanya boleh dilakukan oleh stafmedis yang telah

diberi Kewenangan Klinis oleh Direktur.

(dl Kewenangan Klinis sebagarmana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat

Penugasan Klinis.

(3) Kewenangan Klinis diberikan aleh Direktur atas rekomendasi Komite

Medik melalui Subkomite Kredensia! sesuai dengan Prosedur Penerimaan

Anggota StafMedis Fungsional,
Hi Kewenangan Kluis diberikan kepada seorang anggota Staf Media

Fungaooal untuk jangka waktu paling lama 3 ftiga) tahun.

(5) Ecmenangan Klinis Sementara (KKS) merupakan Kewenangan Klinis yang
diberikan oleh Direktur berdasarkan Kewenangan klinis yang dimilik di

Rumah Sakit dengan menyesuaikan kondisi pelayanan Rumah Sakit
kepada Dokter Tamu yang bersifat sementara.

(Ss! Pemberan Kewenangan Klinis ulang dapat diberikan setelah yang

bersangkutan memenuhi syarat dengan mengikuti prosedur PRekredensial

dari Subkornite Kredengial Komite Medik.



Paraprai 2

Proses Penilaian

Pasal 98
Kriteria yang harus diperimbangkan dalam memberikan rekomendasi

Kewenangan Hiinis.

Aa. pendidikan:
1.

2.

lulus dari sekolah kedokteran yang terakreditasi: dan

menyelesaikan program pendidikari kedokteran,
b. peridnan ilisensi!:
L
2

mersiliki surat tanda regisbasi yang sesuai dengan bidang profesi: dan

memiliki in praktek dah Dinas Kesehatan setempat yang masih

beriaku.

c. kegiatan penjagaan Mutu profesi:
l.

2,

menjadi anggota organisasi yang melakukan penilaian kompetensi hagi

anggotanya, dan

berpartisipasi aktif dalam proses evaluasi mutu klinis.
&, kualifikasi personal:

1.

2,

3.

4,

5.

riwayat disiplin dau £lik profesi:

keanggotaan dalam perhimpuraen proitai yang diakui:
keadaan sekat jasmani dan mental, termasuk tidak terlibat penggunaan
abat terlarang danjatmu alkohol yang dapat mempengaruhi kualitas

pelayanan terhadap pasien,
miwarat keterlibatan dalam Undakan kekerasan: dan
memiliki asuransi ptoteksi profesi,

e. pengalaman di bidang keprofesian:
1.

2.

(1)

riwayat tempat pelaksanaan praktik profesi, dan

riwayat tuntutan medis atau klaim oleh pasicn selama menjalarkan
profear,

Paragraf 3
Pembatasan

Pnsal 99

Komite Medik la memandang perlu dapat memberikan rekomendasi

kepada Direktur agar Kewenengan Wivis anggota Staf Medis Fungsional
dibatasi berdasarkan atas keputusan dari Bubkornite Kredensial,



(2)

(3)

Pembatasan Kewenangan Kiris uu dapat dipertimbangkan dalam hal
anggota Staf Medis Fungsional tersebut dalam pelaksanaen tugasnya di
Rumah Sakit dienggap tidak sesuai dengan standar pelayanan medis
dan standar prosedur operasional yang berlaku. sudut kinerja klinik,
sudut etik dan disiplin profesi medis dan dari sudut hukum.
Subkomite Kredensial membuat rekomendasi pembatasan Kewenangan
Klinis anggota StafMedis Fungsiong! setelah terlebih dahulu:
a.

11)

(2)

ketua Staf Medis Fungsional mengajukan surat untuk

mempertimbangkan pencabutan Kewenangan Klinis dari anggotanya
kepada Ketua komite Medik:
ketua komite Medik meneruskan permohonanan tersebut kepada
ketua Subkomite Kredensial untuk meneliti kinerja klinis, etika dan

disiplin profesi medis anggota Staf Medis Fungsional yang

bersangkutan:
Subkomite Kredensial berhak memanggil anggota Staf Medis

Fungsional yang bersangkutan untuk memberikan penjelasandan
membela diri setelah sebelumnya diberi kesempatan untuk

membaca dan mempelajari bnzkti tertulis tentang

pelanggaran/penyimpangan yang telah dilakukan: dan

Subkorsite Kredensial dapat meranta pendapat dari pihak lam yang
terkait,

Paragrai 4
Pencabutan

Pasal 100

Pencabutan Kewenangan Klinis dilaksanakan Oleh Direktur atas

rekomendas) Komik Medik yang berdasarkan usulan dari

Subkorrite Etika dac Disiplin Profesi dan Subkomite Kredensial.

Fencabutan Kewedangan Klinis dilaksanakan apabila:
a. adanya gangguan kesehatan (fisik dan menta:
biadanya kecelakaan medis yang diduga karena tidak

berkompeten: atau
c. mendapat tindakan disiplin dan Komite Medik.

b.



Paragraf S5

Pergakhiran

Pasal 101

1) Pengakbiran Kewenangan Klinis dilaksenakan oleh Direktur atxs
rekomendasi Komite Medik yang berdasarkan usulan dari Subkonute
Etika dan Disiplin Profesi dar Subkomits Kredensial.

(21 Pengakhiran Kewenangan Ktinis dilaksanakan apabila Surat Penugasan
Klinis:
a. habis masa berlakunya: atau
b. dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3).

BAB XXX
FENUGASAN KLJNTB

Pasal 109

(1! Setap staf medis yeng melakukan asuhan medis harus memiliki Surat

Fenugasen Klinis dari Direktur berdasarkan rincian Kewenangan Kinis
setiap staf medis yang direkomendasikan oleh Komite Medik,

i) Tanpa Surat Penugasan Klinis maka seorang staf medis tidak dapat
menjad: anggota kelompok (meraber staf medis sehingga udak boleh

taslakUkar pelayanan medis di Kumah Sakit.

BAB Xxx
PERATURAN PELAKSANAAN TATA KELOLA ELIHIS

Pasal 103
Untuk melaksanakan tata keloia klinis diperlukan aturan profesi bagi stal
medis secara bersendiri di luar Persturan Internal StafMedis yang meliputi:
a. pemberian pelayanan medis dengan standar profesi, standar pelayanan,

dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien: dan
b. kewajiban melakukan konsultasi dan/atau merujuk pasien kepada

dokter, dokter spesialis denpen disiplin yang sesuai.



(1)

2

3)

(|

H1)

42)

ta)

(2)

BAB XXI
FERUBAHAN PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS

Pasal 104
Perubahan terhadap Peraturan Internaj Staf Medis dilakukan berdasarkan

adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.
Waktu perubahan Peraturan Intemal Staf Medis sebagaimana dimaksud

patis ayat (1) dilakukan paling lama setiap 3 itigal tahun.
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1! dilakukan oleh Komite

Medik Ruriah Sakit.
Mekanisme perubahan Peraturan Internal Staf Medis dilakukan dengan
melibatkan seluruh staf medis dan staf manajemen terkait melalui

lokakarye dan terakhir disahkan oleh Direktur.

BAB SXXTI
KERAHASIAAN INFORMASI MEDIS

Pasal 105

Setiap perawai Rumah Sakit wajib menjaga kerahasiaar informasi

tentang pasien.
Pemberian informasi medis yang menyangkut kerahasiaan pasien

hanya dapat diberikan atas persetujuan Direktur/kepala bidang

pelayanan medis.

Pasal 106
Hak pasien yanp dimaksud merupakan hak pasjeri sebagaimana yang
terdapat di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kesehatan.
Informesi medis yong harus diumgkspkan dengan jujur dan benar

Mengensi:
a. keadaan kesehatan pasien,

rencarya terapi dan alternatiinya,
manfaat dan resiko masing-masing pilihan tindakan:

prognosis, dan

kemungkitan komplikasi.1
An



BAB XXX
HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN, DOKTER DAN RUMAH SAKIT

Bagan Kesatu
Hak dan Kewajiban Pasien

Pasal 107

(1 Hak pasien meliput:
a memperoish informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku
di Rumah Sakit,

b. memperoleh informasi tentang rak dan kewajiban pasien:
c. memperoleh layanan kesehatan yang mamustasi, adil, jujur, dan tanpa
diskriminasi,

d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar

profesi dan standar prosedur operasional:
2. memperoleh layanan yang cfekif dan efisien sehingga pasien

terhindar dari kerugian fisik dan materi:
f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapat:
&. merrilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan

peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
h. meminta konsultasi tentang “penyakit yang didedtanya kepada

dokter lain yang mempunyai Surat Ian Praktik (SIP) baik di dalam

maupun di luar Rumah Sakit:
i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk
data-data medisnya:

ji. mendapatkan informasi yang meliputi diagnose dan tata cara tindakan

medis, juan tindakan medis, alttmalf tindakan, resiko dan

komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang
dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan,

k. memberikan persebijuan atau menolsk atas tindakan yang akan
dilakukan oleh tenoga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya:

1. didamping keluarganya dalam keadaan kaitis:
m. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang

dianutnya selama hai itu tidak mengganggu pasien lainnya,
n.memperoieh keamenan dan keselamatan dirinya selama dalam

perawatan di Rumah Sakit:
Do. mcngajukan Usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit

terhadap dinnya:



P- menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama
dan kepercayaan yang dianutnya:

a. menggugat danfatau menuntut Rumah Sakit jika Rumah Sakit

diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik
secara perdata ataupun pidana: dan

r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan
standar pelayanan melalu media cetek dan elektronik sesuei

dengan ketentuan perabaran perundarpe-undangan.
(2) Kewajiban Pasien meliput:

Aa, mematuhi peraturan dan tata terib yang berlaku di Rumah Sakit:
b. memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang keluhan

nwayat medis yang laku, pengobatan dan hal lain yang berkaitan

dengan kesehatan pasien:
Cc. mengikuy rentaha pengobatan yang diadwiskan oleh dokter termasuk

Instruksi para perawat dan profesional kesehatan yang lain:
d. memberlakukan staf Rumah Sakit dan pasien lain dengan bermartabat

dan hormat serta tidak melakukan tindakan yang mengganggu

pekerjaan Rumah Sakit,
e. menghormati privasi orang lain dan barang milik Rumah Sakit,

tidak membawa alkohol, obat-obatan, dan senjata yang tidak mendapat

merseturuan ke dalan Rumah Sakit:
ge. menghormati bahwa Ramah Sakit merupakan arsa bebas rokok:
h. mematuhi jam kunjungan dari Rumah sakit:
i. tidak membawa barang berharga dan membawa hanya barsnp yang

diperlukan selama berada di Rumah Sakit:

1 memasikan bahwa kewajiban finansial atas asuhan yasien

sebapainana termuat dalam kebijakan Rumah Sakit dengan
melunasi/memberikan imbalan jasa atag peleranan rumah

sakit/dokter:
k. bertanggung jawab atas tindakannya sendiri bila mereka menolak

pengobatan atau advis dokter: dan
1 memenuhi hal yang telah disepakatif perjanjian yang telah dibuat,

£



1)

(21

Bagan Kedua

Hak dan Kewajiban Dokter

Pasal 108

Hak dokter meliputi:
a. memperokh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas

sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional)
b. memberikan pelayanan medis sesugi dengan Standar Profcsi dan

Standar Prosedur Operasional:
c. memperoleh informasi yang lecgkap dan jujur dari pasien, dan
d. menerima imbalan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku

di Rumah Sakil.

Kewajiban Dokter meliputi:
a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan Standar Frofesi

dan Staridar Frosedur Operasional serta kebutuhan medis,

b. merujuk ke dokter lain, bila tidak mampu,
c. merahasiakan informasi pasien:
d. melakukan pertolongan darurat, kecusli ada orang lain yeng bertugas

dan lebih berkompeten: dan

e. merambah dan mengikut perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Rumah Sakit

Pasal 109

(tj Hak Rumah Sakit meliputi:
a. menctatukan jundah, jenis dan kualifikesi sumber deya manusia sesuai

dengan klasifikasi Rumah Sakit:
menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan mmbosrasi/jasa
pelayanan, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan

peraturan pensndang-undangan,
melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka
mengembangk:in pelayanan:
menerima bantuan dari pihak Iain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,
menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian:

b.



£. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan
kesehatan: dan

&. mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(4 Kewajiban Rumah Sakit meliput:
B.memberikan infrmasi tentang pelayanan Rumah Sakit kepada
masyarakat,

bh. memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, ant
diskriminasi, dan efekif dengan mengutamakan pasien sesuai dengan
steidar pelayanan Rumah Sakit:

e. mermberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan
kemampuan pelayanannya:

d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan dengan kemampuan

pelayanannya,
e. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau

miskin,
£ melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan Casilitas

pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat

tanpa uang muka, ambulan pratis, pelayanan korban bencana dan

kejadian luar biasa, alau bakti sosial bagi misi kermanusian:

E. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar MU pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien:

h. menyelenggarakan rekam medis:
i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antera lain

sarana ibadah, parkir, ruang bunggu, sarana untuk penyandang
disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia:

j. melaksanakan sistem rujukan,
k. menslak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi
dan ciika serta peraturan perundang-undanpan:

. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan

kewajiban pasien:
m. menghormati dan melindungi hak pasien:
nu. melaksanakan etika Rumah Sakit:
o. meri sistem pencegahan kecelakaan dan penangpulangan

bencana:

p- melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik
secara regional maupun nasionak



ih

12)

(3)

14)

(5)

io)

-. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran4
dan tenaga kesehatan lainnya:

| (menyusun dan melaksanakan Peraturan internal Rumah Sakit:
. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petupas8.

Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas: dan
. jmemberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasant
tanpa rokok.

BAB AXXTV
KEBIJAKAN, PEDOMAN DAN PROSEDUR

Pasal 110
Dokumen regulasi Rumah Sakit yang menjadi acuan untuk
melaksanakan kegiatan berdasarkan bicrarki terdiri atas:
a. kebijakan.
hb. pedoman panduan: dan

c. prosedur slandar operasional prosedur.
Revew dan persetujuan atas kebijakan, pedomenfpanduan dan

osedur dalam bidang Administrasi dan Sumber Daya sebelum

diterbitkan menjadi kewenangan Kepala Bagan Tata Usaha Rumah
Bakit.
Review dan persetujuan alas kebijakan, pedomanf/panduan dan

prosedur dalam bideng pelayanan yang berwenange sebelum diterbitkan

menjadi kewenangan Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit.
Proses dan frekuensi rewew serta persetujuan berkelanjutan atas

kebijakan, pedoman/panduan dan prosedur dilakukan paling sedikit

setiap 3 (tigaf tahun sekali dan/atau apabila terdapat perubahan atas

perataran perundang-undangan.

Pengendalian untuk menjamin bahwa hanya kebijakan,
pedomanfpanduan dan prosedur terkini, dengan versi yang ockvan
tersedia pada Init pelaksana dilakukan melalui dokumen terkendali yang
dikelola oleh Sub Bagian Umum Bopian Tata Usaha, dan salinan yang
berada di unit pelaksana dikendalikan melalyi Salinan Terkendali.
Identifikasi perubahan dalam kebijakan, pedomarf/panduan dan

prosedur dilakukan oleh Unit Pelaksana secara berjenjang semuai hirarki
struktural,

IIPp



(7)

(8)

(2)

110)

11)

12)

13)

4

Pemeliharaan identitas dan dokumen yang bisa dibaca harus dilctakkan
di tempat yang mudah dilihat, mudah diambi dan mudah dibaca oleh

pelaksana.

Pengelolaan kebijakan, pedoman/panduan dan prosedur yang berasal

dari juar Rumah Sakit yang dijadikan acuan dikendalikan dengan
mempergungkan dokumen melalu catatan formulir Master List Dokumen
Eksternal.
Retensi dan kebijakan, pedoman/panduan dan prosedur yang sudah

tidak berlaku mengacu pada Keputusan Direktur tentang Retensi dan

Penyusutan Arsip Kon Rekam Medis.

Idenilfikasi dan penelusuran dar sirkulasi seluruh kebijakan dan

prosedur mempergunakan buku registrasi dan master list yang dikelola
oleh Sub Bagian Umum Bagian Tata Usaha.

BAB XXV
KERJA SAMA / KONTRAK

Pasal 111

Direktur menjamin keberlangsungan pelayanan klinis dan manajcmen

yang memenuhi kebutuhan pasien yang dapat dilakukan dengan jalan
melalu: perjanjian kerja sama kontrak.
Para gihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja
sama/ kontrak mengenai objek tertentu.

Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada s-yat (2) menerima

rencana kerja sama/fkontrak tersebut dapat ditingkatkan dengan
membunt kesepakatan bersama dan menyiapkar rancangan perjanjian

kerja sama/ kontrak yang paling sedikit mernuat:

na. subjek kerja sama/ kantrak:
objek kerja sama kontrak:
ruang lingkup kerja sama /kontrak,
hak dan kewajiban para pihak:

jangka waktu kerja sama kontrak:
pengakhiran kerja same/kontrak:
keadaan memaksa: dan

, penycicsajan perselisihan.S1
Kn

Isi materi perjanjian kerja sama/fkontrak dikoreksi dan disepakati
melajui pembubuhan paraf/ hat paras pejabat yang berwenang yaitu:

5
b.

b.



(5)

(8)

(9

ta)

ie

(107

(14)

(12)

(13)

nh

a. kontrak ktinis diajukan oleh unit pelayanan secara berjenjang kepada
pejabat berwenang sesuai hirarki pelayanan:

b. kontrak manajemen diajukan oleh unit yang mengelola administrasi

sumber daya secara berjenjang kepada pejabat berwenang sesuai
hiratki aciministrasi sumber daya.

Kepala Bidang Pelayanan Rumah Salot berpartisipasi dalam seleksi
kontrak klinis dan bertanggung jawab atas kontrak klinis sebagaimana
dimaksud pada ayat M) buruf a.

kepala Bagian Tata Usahs Rumah Sakit berpartisipasi dalam seleksi

kontrak manajemen dan bertanggung iswab atas kontrak mana
sebagaimara dimaksud pada ayat 14) haruf b.
Setelah dibubuhi paraf/fiat pada kedua belah pihak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kemudian diberi nomor oich para pihak.
Penandatanganan kerja sama/kontrak dilakukan oleh Direktur dan para
pihak yang berwenang dengan pernberian matetai yang cukiy.
Hasil kerja sama kornrak dapat berupa:
a. uang,
bh. surat berharga:
£. barang:
d. pendidikan dan pelatihan:

hasi pelayanan, pengobatan, laboratorium, jasa kainnya, dan fataun

£ nonmateral berupa keuntungan.
Hasil kerja sama/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) haruf a

berupa uang harus menjadi pendapatan Rumah Sakit sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan,
Hasil kerja sama/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c

berupa berang harus dicatat sebagai aset Rumah Sakit pecara

proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil kerja serna/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf 2

berupa hasil pelayanan, pengobatan, laboratorium dan jasa
lainnya harus sesuai dengan keeepakatan yang tertuang di dalam

perjanjian kerja sama/konitak yang telah ditandatangani atau sesuai
hasil addendurm.

Evaluasi kerja sama/kontak dilaksanakan oleh unit pelaksana yang
diketahul secara berjenjang sesusi dengan hirarki pejabat yang
berwenang.
Jika hasil evaluasi kerja sama/kontrak sebagaimata dimaksud pada
ayat (13) dinegosiasi kembali atau diakhiri, unit pelaksana dan para

F3)



11)

12)

13)

:4)

to)

Ai

17)

8)

pejabat secara berjenjang tetap menjaga kontinuitas pelayanan kepada

pasien.

HAB AXAVI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 112

Rumah Sakit menyusun dokumer perencanaan anggaran dan rencana

strategis Bisnis Rumah Sakit.
Bencana strategis biss Rumah Sakit sebapaimana dimaksud pada ayat

(1), mencakup pernyataan visi misi, program strategis, pengukuran
pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (limaj tahunan dan proveksi

keuangan 5 fima| tahunan Rumah Sakat,

Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang
menantang bentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang
ingin diwujudkan.
Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (Z2), memuat sesuatu yang harus
diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan
ramah Sakit dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil

dengan baik,

Program stratepia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program

yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang inein dicapai
sampai dengan kurun waktu 1 satu) sampai dengan 5 (lima) tahun

dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau

mung timbul

Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat Id),
memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan

pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis dan faktor internal
dan eksternal yang merrpenganahi tercapainya kinerja
Rencana pencapaian S5 i(limah tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), memuat rencana capaian kiserja pelayanan tahunan celana 5

Hima) tahun

Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebageitana dimaksud pada ayat (2),
Oemalat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 flima)
tahan.



(1

(2)

(2)

(1)

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 114

Rumah fakit menyusun dokumen anggaran dan Rencana Bisnis yang
berpedoman kepada rencana strategis Rumah Salat.

Penyusunan rercara Bisris dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja,

perhitungan skuntansi biaya menurut jenis Jayanan, kebutuhan

pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan

diterima dari masyarakat, bedan lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara/ Daerah dan sumber pendapatan Rumah Sahat lainnya.

Pasal 114

Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimans dimaksud dalam Pasal 113,
memuat:

, kinerja tahunan berjalan,
asumsi maki dan mikro:

target kinerja:
analisis dan perkiraan biaya satuan

perkiraan harga,

anggaran pendapatan dan bisnya:

, besaran persentase ambang batas,
. propnosa laporan keuangan:TB

N
a?

en
rr

perkiraan maju ffonsord estimatej:
rencana pengeluaran investasi/ modal: dan

.Ongkssan pendapatan dar bieya untuk konssidasi dengan Rencana

kerja dan Anggaran Perangkat Daerahf Anggaran Pendapatan dan

Belanja Dazrah.

Rencang Bisnis dar Anggaran sebagaimana dimaksud pada syat (ll,
disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan

biaya dari keluaren yang akan dihasilkan,

Pesal 115
Rencana bisnis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1)

mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan dipergunakan sebagai dasar

penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran serta eyaluasi kinerja.

'D

1

4

k.



(21 Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114

ayat (ll mendapat persetujuan Dewan Fenpawas dan merupakan
penjabaran lebih lenjut dari program dan kegiatan Rumah Sakit dengan
berpedomam pada pengelolaan keuangan Rumah Sakit.

BAR XXXVTI
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 115

(1) Rumah Sakit menerapkan sistem informasi manajemen kenangan sesuai

dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.

(21 Setiap transaksi keuangan Rumah Sakit harus dicatat dalam dokumen

pendukungnya dan dikelola secara tertib.

3) Rumah Sakit menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai

dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi

profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.

(4 Penyelengaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (Al, menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan
pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(5) Rumah Sakit mengembangkan dan menerapkan sistem skuntansi yang
berlaku untuk Rumah Sakit.

ISI Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan
berbasis akrual, Direktur menyusun kebijakan akuntansi yang
berpedoraan pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.

(71 Kebijakan @kuntansi Rumah Sakit digunakan sebagai dasar dalam

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban,
ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 117

(1) Laporan keuangan Rumah Sakit terdiri atas:
B. laporan neraca:



b. laporan operasional:
Cc, laporan arus kas:
d. laporan realisasi anggaran: dan
Cc. catatan atas taporan keuangan.

24 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat il), disertai

dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian
hasil/keluaran rumeh sakit.

Ia) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit
oleh pemeriksa ckaternal sesuai dengan ketentuan persturan

perundana-undangan.
HH Setiap triwulan Rumah Sakit menyusua dan menyampaikan laporan

operasional dan leperan arus kas kepada Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode

pelaporan berakhir.

S) Setiap aemesteran dan tahunan Rumah Sakit wajib menyeun dan

menyampaikan laporan keuangan tengkap yang terdin atas laporan

operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan

keuangan disertai laporan kinerja kepada Pejabat Pengelola
Keuangan Deerah melalui Direktur untuk dikonsolidasikan kec dalam

laporan keuangan Pemerintah Daerah, palng lama 2 dua) bulan
setelah periode pelaporan selesai.

BAB AXXVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Fasat 118

(ll Pembinaan teknis Rumah Sakit dilakukan oleh Walikota melelui
Sekretaris Daerah dar pembinaan keuangan Rumah Sakit dilakukan
okh Pejabat Pengelala Keuargan Daerah,

(2| Fengawasan Operasional Rumah Sekit ditakukan oleh Satuan Pemeriksa
Internal sebagai internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah

Direktur

(dj Pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit selam dilakukan
oleh Walikota, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Internal Auditor juga
dilakukan oleh Dewan Pengawas.



(1

(2)

(3)

id)

15)
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(4

(3)

il)

ti

Bapian Kedua
Evaluesi dan Penilaian Kinerja

Pasal 119

Perubahan Visi dan Misi dilakukan akibat terjadinya perubahan
kebijakan oleh Perilik Rumah Sakit.
Perubahan Visi dan Misi Rumah Sakit diajukan oleh Direktur kepada
Welikota sesuai hasil rapat Tim Evaluasi Visi dan Mis: Rumah Salat.
Visi dan Misi nimah sakt disahkan melalui Keputusan Walikota dan

dipublikasikan cleh Kepala Seksi Huburgan Masyarakat Rumah Sakit.
Evaluasi dan penilaian kinerja Direkbar Rumah Sakit dilaksanakan
berdasarkan pebanjuk tekris mengenai penilaian prestasi kerja pegawai

negeri sipil dilaksanakan melalu: Sasaran kera Pegawai Negeri Sipil.
Evaluasi dan penilaian kinerja Rumah Sakit dilaktikan sedap tahun oleh

Walikota den/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non

keyargan.
Evaluasi dan penilaian kinerja dilakukan bertujuan untuk mengukur
tingkat pencapaian hasil pengelolaan Rumah Sakit sebagaimana

ditetapkan dalam rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran,
Hasil pengukutan kinerja Rumah Sakit dilaporkan dalam bentuk

Laporan Akuntabilitas Kinefa Instansi Pemerintah setiap tahun

disampaikan kepada Walikota.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangar mengenai

pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabiltns

kinerja instangi pemerintah.

BAB XXXIX
TUNTUTAN UMUM

Pasal 120

Apabila ada uintotan yang diajukan berupa kesalahan yang berkaitan

dengan institusi, Rumah Sakit bertanggung jawab selama kesalahan

yang dilacakan mesih mengikut Standar Operasional Prosedur.
Dalam hal tuntutan yang diatukan berupa kesalahan yang berkaitan

dengan mdiidu, Rumah Sakit hdak bertanggung jawab selama



kesalahan yang dilakukan tidak mengikuti Standar Operasional Prosedur

yang diberlakukan.

BAB XXX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 121

(ll Struktur, nama, jumlah, dan fungsi satuan organisasi fungsional Isin

yang tidak tercentum di dalam Peraturan Welikota ini ditetepkan
dengan Keputusan Dwektur dengan persetujuan Walikota Tarakan
sesusi dengan ketentuan Peraturan perundane-andangan

(21 Perubahan terhadap struktur, nama, jumlah dan funpai satuan

organisasi fungsional di lingkungan Rumah Sakil ditetspkarn oleh

Direktur dengan persetujuan Walikota Tarakan sesuai denga Peraturan

perundang-undangan

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122
Seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Badan Leyanan Umum Daerah
dalam peraturan Walikota ini akan berlaku apabila Peraturan Walikota tentang
Badan Layanan Imum Deerah telah ditetapkan.

BAB XXX
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 123
Pada saat Peraturan Walikota mi mula berlaku, maka Peraturan Walikota
Tarakan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi Rumah Sakit
Urin Kota Tarakan (Ferits Daerah Kota Tarakan Tabur 2015 Nomer 551

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasat 124

Peraturan Walikota 191 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Kiundangkan di Tarakan
Pada tangga! 13 Februari 2017

Pit. SEKRE TARI DAERAH KOTA TARAKAN,
PA mara

FIRMANANUR

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2017 NOMOR 163

Ho Nama Jabatan Paraf

| Jors. Finnananur, MSi | Plt, Sekda 4
Asisten Pemenniakhari

2 Hendra Arjandi, AF.MSi .

dan Kesra

z Dison,S.H Kabag. Hukum

4 |Jdr. Joko Harwanto Direktur Xi

di Tarakan
Pad ta 141 Februarl 201/
WALIKOTA TARAKAN


